
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
NegaraRepublik Indonesia Nomor6322);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta KeIja(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor6573);

2. Undang-Undang Nomor6 Tahun 1991 tentang Pembentukan
Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3452);

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor
8 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah sudah tidak sesuai dengan perkembangan
peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;

BUPATILAMPUNGBARAT,I
Menimbang : I a.

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA

PENGELOLAANKEUANGANDAERAH

PErTURAN DAERAHKABUPATENLAMPUNGBARAT
NOMOR 1 TAHUN2023

TENTANG

BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG



Dalam Peratur Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang

kekuasaan emerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh
Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang­
Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945.

2. pemerintah~lmnDaerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia T<;ihun1945.

3. Menteri adalah Menteri Dalam Negeri.
4. Provinsi ad~lah Provinsi Lampung.
5. Gubemur adalah Gubernur Lampung.
6. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat.
7. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat.
8. Dewan Pe~akilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRDadalah

DPRDKabupaten Lampung Barat.
9. Bupati adalah Bupati Lampung Barat.
10.Perangkat baerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam

penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
11.Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang
serta seg;}a bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah
berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.

12.Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi
perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan,
pertanggunpjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah.

13.Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat
APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang
ditetapkan dengan undang-uridang.

14.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat
APBDadalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan
Peraturan Daerah.

15.Penerimaari Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
16. pengeluari Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.

Pasal 1

BABI
KETENTUANUMUM

PENGELOLAANTENTANG

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH
KEUANGANDAERAH.

Menetapkan:

BUPATILAMPUNGBARAT

Dan

DEWANPERWAKILANRAKY'ATDAERAH
KABUPATENLAMPUNGBARAT

Dengan Persetujuan Bersama
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17. pendapa~ Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai
penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang
berkenaan.

18.Dana Tran~er Umum adalah dana yang dialokasikan dalam APBNkepada
Daerah ~~tuk digunakan sesuai dengan kewenangan Daerah guna
mendanai kjebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

19. Dana Tran~er Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam APBNkepada
Daerah den an tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik
fisik maup n nonfisik yang merupakan urusan Daerab.

20.Dana BagiI Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang
bersumber dari pendapatan tertentu APBNyang dialokasikan kepada
Daerah peIJgha~ilberdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan
mengurangj ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat
dan Daerah

21. Dana Al0:Jkasiu:mum yang selanjutnya dising~at D~U adalah dana yang
bersumber dan pendapatan APBNyang dialokasikan dengan tujuan
pemerata , kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai
kebutuhan eaerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

22. Dana AIOk!i Khusus yang selanjutnya disingkat DAKadalah dana yang
bersumber dati pendapatan APBNyang dialokasikan kepada Daerah
tertentu de I gan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang
merupakan~urusan Pemerintahanyangmenjadi kewenanganDaerah.

23. Belanja Da rah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui
sebagai pe gurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran
berkenaan.

24. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali
dan Iatau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun
anggaran yang berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran
berikutnya.

25. Pinjaman Daerah adalah sernua transaksi yang rnengakibatkan Daerah
menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari
pihak lain ~ehinggaDaerah tersebut dibebani kewajibanuntuk membayar
kembali.

26.Utang Daerah yang selanjutnya disebut Utang adalah jurnlah uang yang
wajib dibayar Pemerintah Daerah danIatau kewajiban Pemerintah Daerah
yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang­
undangan, ~erjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.

27.PernberianPinjaman Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah
pada Pemerintah Pusat, PernerintahDaerah lainnya, badan layanan umum
daerah mili~PernerintahDaerah lainnya, badan usaha miliknegara, badan
usaha mili<: Daerah, koperasi, dan masyarakat dengan hak memperoleh
bunga dan engembalianpokokpinjaman.

28.Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk mendanai kebutuhan
pembangunan prasarana dan sarana Daerah yang tidak dapat dibebankan
dalarn 1 (~tu) tahun anggaran.

29.Beban adalah penurunan rnanfaat eko~omi atau p0_tensijasa dal~
periode pelaporan yang menurunkan ekuitas atau nilai kekayaan bersih
yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau tirnbulnya
kewajiban.

30. Rencana Pernbangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya
disingkat ~PJMDadalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5
(lima) tahun.

31.Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut
Rencana Kerja Pernerintah Daerah dan yang selanjutnya disingkat RKPD
adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
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32. Kebijakan Jmum APBDyang selanjutnya disingkat KUAadalah dokumen
yang mem~l.at kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan Pembiayaan
serta asu~T yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

33. Prioritas dHfl Plafon. ~ggaran Sementara y~g selanjutnya disingkat PPAS
adalah proram pnontas dan batas maksrmal anggaran yang diberikan
kepada perrngkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai
acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja
perangkat daerah,

34. Rencana ~erja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang
selanjutny disingkat RKA SKPDadalah dokumen yang memuat rencana
pendapata dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana
pendapa ,belanja, dan Pembiayaan SKPDyang melaksanakan fungsi
bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan
rancangan PBD.

35. Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah adalah pendekatan
penganggarfin berdasarkan kebijakan dengan pengambilan keputusan
terhadap kebijakan tersebut dilakukan dalam perspektif lebih dari 1 (satu)
tahun angg ran dan mempertimbangkan implikasi biaya akibat keputusan
yang bers gkutan pada tahun berikutnya yang dituangkan dalam
prakiraan aju.

36. Programad ah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih
Kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah atau
masyarakaf yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk
mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.

37. Kegiatan aqalah bagian dari Programyang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau
beberapa srtuan kerja perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian
sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan
tindakan pyngerahan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber
daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi,dana, atau
kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai
masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.

38.Kegiatan 'rabun Jarnak adalah kegiatan yang dianggarkan dan
dilaksanakan untuk masa lebih dari 1 (satu) tahun anggaran yang
pekerjaannya dilakukan melalui kontrak tahun jamak.

39. Keluaran ctdalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh Kegiatan yang
dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan Program
dan kebijakan.

40.Hasil adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya Keluaran
dari Kegiatandalam 1 (satu) Program.

41. Sasaran adalah Hasil yang diharapkan dari suatu Program atau Keluaran
yang diharkpkan dari suatu Kegiatan.

42. Kinerja adalah Keluaran/Hasil dari Program/Kegiatan yang akan atau
telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas
dan kualitas yang terukur.

43. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang
ditentuka;l oleh Bupati untuk menarnpung seluruh Penerimaan Daerah
dan membayar sel~ruh Pengeluaran Daerah: .

44. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang
Daerab yang ddentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh
penerima~ Daerclh dan membayar seluruh Pengeluaran Daerah pada
bank yang ditetapkan.

45. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang
selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat
pendapatan dan belanja SKPDatau dokumen yang memuat pendapatan,
belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara
umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh
penggunarggaran.
KASAG

.___,..q--4..:.}(..:..:U~~M~
I



46.Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen
yang menyatakan tersedianya dana sebagai dasar penerbitan Surat
Permintaanl~embayaranatas pelaksanaan APBD.

47. Surat Pernfnta~ Pembayaran yang ~elanjutnya disingkat SPP adalah
dokumeny~ngdigunakan untuk mengajukan permintaan pembayaran.

48.Uang Perse iaan yang selanjutnya disingkat UP adalah uang muka kerja
dalam jum ah tertentu yang diberikan kepada bendahara pengeluaran
untuk me biayai Kegiatan operasional pada satuan kerja perangkat
daerah/Unif satuan kerja perangkat daerah dan/ atau untuk membiayai
pengeluarar~yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan
melaluime~anismepembayaran langsung.

49. PembayaralJLangsung yang selanjutnya disingkat LS adalah Pembayaran
Langsung kepada bendahara pengeluaranZpenerima hak lainnya atas
dasar peIj~jian kerja, surat tugas, danIatau surat perintah kerja lainnya
melalui pen rbitan surat perintah membayar langsung.

50.Tambahan ang Persediaan yang selanjutnya disebut TUadalah tambahan
uang muk yang diberikan kepada bendahara pengeluaran/bendahara
pengeluaran pembantu untuk membiayai pengeluaran atas pelaksanaan
APBDyang tidak cukup didanai dari UP dengan batas waktu dalam 1
(satu) bulal

51. Surat Perip-tah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah
dokumen Jiang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan
Dana atasiEban pengeluaran DPASKPD.

52.Surat Peri h MembayarUP yang selanjutnya disingkat SPM-UPadalah
dokumeny g digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana
atas Beban pengeluaran DPASKPDyang dipergunakan sebagai UP untuk
mendanai W-egiatan.

53.Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya
disingkat SPM-GUadalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan
Surat Perin!tahPencairan Dana atas Beban pengeluaran DPASKPDyang
dananya dipergunakan untuk menggantiUPyang telah dibelanjakan.

54. Surat Perintah MembayarTUyang selanjutnya disingkat SPM-TUadalah
dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana
atas Bebari pengeluaran DPASKPD,karena kebutuhan dananya tidak
dapat men~gunakan LSdan UP.

55. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disebut SPM-LS
adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah
pencairan dana atas Beban pengeluaran DPASKPDkepada pihak ketiga.

56. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah
dokumenyang digunakan sebagai dasar pencairan dana atas BebanAPBD.

57.Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua
barang yang dibeli atau diperoleh atas Beban APBDatau berasal dari
perolehan lainnya yang sah.

58. Sisa Lebih Perhitungan Anggaranyang selanjutnya disebut SiLPAadalah
selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1
(satu) periodeanggaran.

59. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada
Pemerintah Daerah darr/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai
dengan u~g sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

60. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan
Perundang undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah de~gan persetujuan bersama Bupati.

61. Peraturan rupati adalah Peraturan Bupati LampungBarat.
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62. Urusan Peierintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi
kewenangari Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian
negara datt penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi,
melayani, ~emberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.

63. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib
diselenggar~an oleh Daerah.

64.Urusan Pe erintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib
diselenggar an oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.

65. Pelayanan asar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan
dasar warg~ negara.

66. Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu
Pelayanan fasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang
berhak dipe oleh setiap warga negara secara minimal.

67. Badan Lay nan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah
sistem yan diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit
satuan kerj} perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam
memberikar pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas
dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan
Pengelolaan Keuangan Daerah pada umumnya.

68. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah
unsur perapgkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan
Urusan Pemerintahan daerah.

69. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat
SKPKD ad~lah unsur penunjang urusan Pemerintahan pada Pemerintah
Daerah yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.

70. Unit SKPD adalah bagian SKPD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa
Program. I

71, Pengguna 1~nggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat
pemegang 1~wenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas
dan fungsiJKPD yang dipimpinnya.

72. Kuasa PA ang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi
kuasa u tuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam
melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.

73. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPDadalah
tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Bupati dalam
rangka penyusunan APBD.

74. Pejabat Pe~lgelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD
adalah kep ala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan
APBDdan bertindak sebagai bendahara umum daerah.

75. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD
yang bertin?ak dalam kapasitas sebagai BUD.

76. Kuasa BUq adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas
BUD. I

77. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTKadalah
pejabat pada Unit SKPD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa
Kegiatan dari suatu Program sesuai dengan bidang tugasnya.

78. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang
selanjutnya disingkat PPK SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi
tata usaha feuangan pada SKPD.

79. Bendahara Penerimaan adalah pejabat yang ditunjuk untuk menerirna ,
menyimp~, menyetorkan, menatausahakan, dan
mempertan~ngjaWabkan uang Pendapatan Daerah dalam rangka
pelaksana APBDpada SKPD.

80. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk menerima,
menYimpal membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggung
jawabkan uang untuk keperluan Belanja Daerah dalam rangka

_---P£~~~a APBDpada SKPD.
KABAO
HUK M
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(1) PengelolaanKeuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis,
efektif, trarF.paran, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa
keadilan, epatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada
ketentuan eraturan perundang-undangan.

Pasal3

KeuanganDaerah meliputi :
a. hak Pemerintah Daerah untuk memungut pajak Daerah dan retribusi

Daerah serta melakukan pinjaman;
b. kewajiban Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan urusan

pemerintahFnDaerah dan membayar tagihan pihak ketiga;
c. PenerimaanDaerah;
d. PengeluaranDaerah;
e. KekayaanDaerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang,

surat berharga, piutang, barang, serta hak lain yang dapat dinilai dengan
uang, termasuk kekayaan Daerah yangdipisahkan; dan/ atau

f. KekayaanPihak Lainyang dikuasai oleh Pemerintah Daerah dalam rangka
penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah dan/ atau kepentingan
umum.

Pasal2
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81. PegawaiApl-atur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat PegawaiASN
adalah pegt,ai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian
kerja yang iangkat oleh pejabat pembina kepegawaiandan diserahi tugas
dalam suat jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan
digajiberd:rarkan peraturan perundang-undangan.

82. Badan US~'1aMilik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMDadalah
badan us~ yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh
Pemerintah aerah.

83.Anggaran as adalah perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari
penerimaan]dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan
dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan APBDdalam setiap periode.

84. Standar Ak~ntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat SAPadalah
PrinSiP-prinE'p akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan
menyajikanlaporan keuangan pemerintah.

85. Kebijakan untansi Pemerintah Daerah adalah prinsip-prinsip, dasar-
dasar, konvensi-konvensi,aturan-aturan dan praktik-praktik spesifikyang
dipilih oleh Pemerintah Daerah sebagai pedoman dalam menyusun dan
menyajikan laporan keuangan Pemerintah Daerah untuk memenuhi
kebutuhan pengguna laporan keuangan dalam rangka meningkatkan
keterbandin~an laporan keuangan terhadap anggaran, antar periode
maupun an ar entitas.

86. Sistem Aku tansi Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat SAPD
adalah ran~kaian sistematik dari prosedur, penyelenggara,peralatan dan
elemen lai~1urituk mewujudkan Iungsi akuntansi sejak analisis transaksi
sampai d~ngan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi
Pemerintahfl Daerah.

87.Bagan Ak~n Standar yang selanjutnya disingkat BAS adalah daftar
kodefikasi an klasifikasi terkait transaksi keuangan yang disusun secara
sistematis ebagai pedoman dalam pelaksanaan anggaran dan pelaporan
keuangan pf,merintahDaerah.

88. Hari adalah1harikerja.



(3) Dalam m~l sanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Bupati mel pahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa
perencan ',penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan
pertanggu~awaban, serta pengawasan Keuangan Daerah kepada Pejabat
Perangkat laerah.

r-O"":""-P-O'__"'--KAB"AG"
tiu M

Pasal4

(1) Bupati sellu pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah dan
mewakili Prmerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan Daerah yang
diPiSahkan~

(2) Pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana
dimaksud ada ayat (1)mempunyai kewenangan:
a. menyurun Rancangan Perda tentang APBD, Rancangan Perda

tentan¥ Perubahan APBD, dan Rancangan Perda tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;

b. menga~ukan Rancangan Perda tentang APBD, Rancangan Perda
tentang Perubahan APBD, dan Rancangan Perda tentang
pertan*ngjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk
dibaha bersama;

c. mene pkan Perda tentang APBD, Rancangan Perda tentang
Perub an APBD, dan Rancangan Perda tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang telah mendapat
persetujuan bersama DPRD;

d. mene~Pkan kebijakan terkait PengelolaanKeuanganDaerah;
e. meng nbil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak terkait

Pengelolaan Keuangan Daerah yang sangat dibutuhkan oleh Daerah
dan/ atau masyarakat;

f. menetapkan kebijakan pengelolaanAPBD;
g. menetapkan KPA;
h. menetapkan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;
i. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah;
j. menet<tpkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan Utang

dan Piutang Daerah;
k. menet1pkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas

tagihan dan memerintahkan pembayaran;
1. menetapkan pejabat lainnya dalam rangka Pengelolaan Keuangan

Daerah sesuai peraturan perundang-undangan; dan
m. melaksanakan kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Bagian Kesatu
PemegangKekuasaan PengelolaanKeuangan Daerah

BABII
PENGELOLAKEUANGANDAERAH

(3) APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi
Pemerintah I Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran
Daerah.

(2) PengelolaanI Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diwujudkan dalam APBD.
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(1) KepalaSKPKDselaku PPKDmempunyai tugas:
a. menyu~un dan melaksanakan kebijakan Pengelolaan Keuangan

Daerah;

Pasal 7

BagianKetiga
Pejabat PengelolaKeuanganDaerah

(2) Dalam m~laksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
koordinatqr Pengelolaan Keuangan Daerah bertanggung jawab kepada
Bupati.

(1) Sekretaris Daerah selaku koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (4) huruf a mempunyai tugas:
a. koord5asi dalam PengelolaanKeuanganDaerah;
b. koordinasi dibidang penyusunan rancangan APBD, rancangan

perubahan APBD,dan rancangan pertanggungjawabanpelaksanaan
APBD;I

c. koordi9asi penyiapan pedoman pelaksanaan APBD;
d. memberikan persetujuan pengesahan DPASKPD;
e. koordinasi pelaksanaan tugas lainnya dibidang PengelolaanKeuangan

Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
f. memimpinTAPD.

Pasa16

BagianKedua
KoordinatorPengelolaanKeuanganDaerah

(2) mengenai Bupati selaku wakil Pemerintah Daerah dalam
kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud

pada aya (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang undangan.

(1) Bupati selfku wakil Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan
Daerah yaJ{lgdipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)
berkedudukan sebagai pemilik modal pada perusahaan umum Daerah
atau peme,ang saham pada perseroan Daerah.

Pasal5

(5) Pelimpah sebagian atau seluruh kekuasaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) didasarkan pada prinsip pemisahan kewenangan antara
yangmeme~rintahkan,menguji,dan menerima, atau mengeluarkan uang.

(6) Pelimpahar kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan
dengan Ke Iutusan Bupati.

(4) Pejabat Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri
atas:
a. Sekret ris Daerah selaku koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah;
b. Kepal SKPKDselaku PPKD;dan
c. Kepal SKPDselaku PA.
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(4) Kuasa BqD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab
kepada PRKDselaku BUD.

(3) Kuasa BUL)sebagaimana dimaksud pada ayat (1)mempunyai tugas:
a. menyiapkan AnggaranKas;
b. menyiapkan SPD;
c. menerbitkan SP2D;
d. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBDoleh bank

dan /atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk;
e. mengu~ahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam

pelaksanaan APBD;
f. menyimpanuang Daerah;
g. melak~makan penempatan uang Daerah dan mengelola/

menatausahakan investasi;
h. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan PA/KPAatas Beban

APBD;
1. melaksanakan PemberianPinjaman Daerah atas nama Pemerintah

Daerah;
J. melakukan pengelolaanUtang dan Piutang Daerah; dan
k. melakukan penagihan Piutang Daerah.

(1) PPKDsela u BUDmengusulkan pejabat di lingkungan SKPKDkepada
Bupati untuk ditetapkan sebagaiKuasa BUD.

(2) Kuasa Bub sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan
keputusan Bupati.

(2) PPKD dalm:! melaksanakan fungsinya selaku BUD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1)huruf d berwenang:
a. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
b. menges;rkan DPASKPD;
c. melakutt,anpengendalian pelaksanaan APBD;
d. membet1kan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan

pengelurran kas Daerah;
e. melakS]nakan pemungutan pajak Daerah;
f. meneta kan SPD;
g. menyia kan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama

Peme~tah Daerah;
h. mela.k~akan sistem akuntansi dan pelaporan Keuangan Daerah;
1. menyajikan informasikeuangan Daerah; dan
j. melakukan pencatatan dan pengesahan dalam hal Penerimaan Daerah

dan Pengeluaran Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang­
undangan, tidak dilakukan melalui rekening kas umum Daerah.

I
Pasal8

b. menyusun Rancangan Perda tentang APBD,Rancangan Perda tentang
Perub ,IanAPBD,dan Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban
Pelaks aan APBD;

c. melaks akan pemungutan Pendapatan Daerah yang telah diatur
dalam P rda;

d. melaks akan fungsi BUD;dan
e. melaksapakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan

Perundqng-undangan.
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(3) pelimPahI kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
oleh Bupa . atas usul kepala SKPD.

(4) Pelimpah kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. melakutan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban

anggaran belanja;
r--~--r~-::IfJ:~~sknakan anggaran Unit SKPDyang dipimpinnya;

K~8 r
Hu'M

(2) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berdasarkan pertimbangan besaran anggaran kegiatan, lokasi, dan Zatau
rentang kendali.

(1) PA dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala Unit
SKPDselaku KPA.

Pasalll

Bagian Kelima
Kuasa Pengguna Anggaran

(2) PA bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan wewenangnya
sebagaim~a dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Sekretaris
Daerah.

(1) Kepala SKPD selaku PAmempunyai tugas:
a. menyu~n RKA SKPD;
b. menyus n DPASKPD;
c. melaku an tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas Beban

anggar belanja;
d. melaks~akan anggaran SKPDyang dipimpinnya;
e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
f. melaks?f,akan pemungutan retribusi Daerah;
g. mengadFan ikatan Zperjanjian kerja sarna dengan pihak lain dalarn

batas ar~ggaran yang telah ditetapkan;
h. menandatangani SPM;
1. mengelola Utang dan Piutang Daerah yang menjadi tanggung jawab

SKPDytng dipimpinnya;
j. menyusp.n dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang

dipimpinnya;
k. mengawasi pelaksanaan anggaran perangkat daeerah yang

dipimpi~lnya;
1. meneta~kan PPTKdan PPKSKPD;
m. menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam

rangkafengelOlaan Keuangan Daerah; dan
n. melaks nakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan

Perunds ng-undangan.

Pasall0

Bupati atas us-pl BUD dapat menetapkan 1ebih dari 1 (satu) Kuasa BUD eli
lingkungan SK~KDdengan pertimbangan besaran jumlah uang yang dikelola,
beban kerja, lo~asi, darr/atau rentang kendali.

Bagian Keempat
Pengguna Anggaran

Pasal9
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(1) Kepala SK:pDselaku PAmenetapkan PPK SKPDsebagaimana dimaksud
dalam Pasr-110 ayat (1) huruf k untuk melaksanakan fungsi tata usaha
keuangan fada Perangkat Daerah,

(2) PPKSKPD)sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan
wewenang-
a. melaku an verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU,dan SPP-LS beserta

bukti k lengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran;
r- __ ..........r;.l..-.~~ia kan SPM;

Pasal 14

Bagian Ketujuh
Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD

(3) Dalam hal tidak terdapat Pegawai ASN yang menduduki jabatan
struktural, PA/KPAdapat menetapkan pejabat fungsional umum selaku
PPTKyang kriterianya ditetapkan Bupati.

(2) PPTKsebagaimana dimaksud pada ayat (1)merupakan PegawaiASNyang
menduduki jabatan struktural sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(1) Penetapan PPTK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1)
berdasark~ pertimbangan kompetensi jabatan, besaran anggaran
kegiatan, ~eban kerja, lokasi, rentang kendali, dan/ atau pertimbangan
objektif lainnya yang kriterianya ditetapkan Bupati.

I Pasal 12

(1) PA/KPA Jalam melaksanakan kegiatan menetapkan pejabat pada
SKPD/uni, SKPDselaku PPTK.

(2) PPTKsebataimana dimaksud pada ayat (1)bertugas membantu tugas dan
wewenang f A/KPA.

(3) Dalam mel~sanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada
ayat (2),pprrKbertanggungjawab kepada PA/KPA.

Pasal13

Bagian Keenam
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

Perangkat Daerah

(5) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
KPAbertanggung jawab kepada PA.

-12-

c. melakU*anpengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
d. mengad~an ikatan Zperjanjian kerja sarna dengan pihak lain dalam

batas alfggaran yang telah ditetapkan;
e. melaksa\nakanpemungutan retribusi Daerah;
f. mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya;

dan I
g. melak~bakan tugas KPAlainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan

Perundang-undangan.



(1) Dalam hal PAmelimpahkan sebagian kewenangannya kepada KPA,Bupati
dapat menetapkan Bendahara Penerimaan Pembantu pada unit kerja
SKPDyan~ bersangkutan.

(2) Bendahar~penerimaan Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
memiliki t gas dan wewenang sesuai dengan lingku p pen ugasan yang
ditetapkan Bupati.

(2) Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki
tugas dan wewenang menerima, menyimpan, menyetor ke Rekening Kas
Umum Daerah, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan
Pendapa~l Daerah yang diterimanya.

Pasal 17

Pasal 16

(1) Bupati me~etaPkan Bendahara Penerimaan untuk melaksanakan tugas
kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan pada
SKPD atas usul PPKDselaku BUD.

Bagian Kesembilan
B~ndahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran

(2) PPKUnit S PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
a. melaku an verifikasi SPP-TU dan SPP-LS beserta bukti

kelengk pannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran
Pembantu:

b. menyia~k~ SPM-TU dan SPM-LS, berdasarkan SPP-TU dan SPP-LS
yang di~ukan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu; dan

c. melaku1an verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara
Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu.

~

Pasal 15

(1) Dalam hal Amelimpahkan sebagian kewenangannya kepada KPAkarena
pertimban an sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), PA
menetapkap. PPK Unit SKPD untuk melaksanakan fungsi tata usaha
keuangan "ada Unit SKPD.

Bagian Kedelapan
Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit SKPD

C. melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban bendahara
penerimran dan bend ahara pengeluaran;

d. melaksarakan fungsi akuntansi pada SKPD; dan
e. menyusrn laporan keuangan SKPD.

(3) PP~ SKPD febag~ana dimaksud pada ayat (1) tidak merangkap sebagai
pejabat da~ pegawai yang bertugas melakukan pemungutan pajak Daerah
dan retribi' si Daerah, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran,
dan/ atau FTK.
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(4) Bendahara Pengeluaran pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
memilikit}lgasdan wewenang:
a. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPPTUdan SPP

LS;
b. menerima dan menyimpan pelirnpahan UP dari Bendahara

Pengeluaran ;
c. menerima dan menyimpanTUdari BUD;
d. melaksanakan pembayaran atas pelimpahan UP dan TU yang

dikelolanya;
e. menolak perintah bayar dari KPAyang tidak sesuai dengan ketentuan

Peraturan Perundang-undangan;
f. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
g. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan

Peraturan Perundang-undangan; dan
h. memb1.fatlaporan pertanggungjawaban secara administratif kepada

KPA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada
Ben ara Pengeluaran secara periodik.

(1) Kepala SKPD atas usul Bendahara Penerimaan dapat menetapkan
pegawai yang bertugas membantu Bendahara Penerimaan untuk
meningka4an efektivitaspengelolaanPendapatan Daerah.

(2) Pegawaiy~g bertugas membantu Bendahara Penerimaan sebagaimana
dimaksud ada ayat (1) melaksanakan tugas dan wewenang sesuai
dengan lin kup penugasan yang ditetapkan KepalaSKPD.

I Pasa! 19

(1) Bupati a~s usul PPKD menetapkan Bendahara Pengeluaran untuk
melaksan an tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan
anggaran elanja pada SKPD.

(2) Bendahar Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki
ewenangsebagaiberikut:

a. kan permintaan pembayaran menggunakan SPPUP, SPPGU,
dan SPPLS;

b. mene a dan menyimpanUP,GU,dan TU;
c. melaksrakan pembayaran dari UP,GU,dan TUyang dikelolanya;
d. menol~ perintah bayar dari PAyang tidak sesuai dengan ketentuan

Peratur n Perundang-undangan;
e. meneli kelengkapan dokumen pembayaran;
f. membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada PA

dan la~ran pertanggungjawaban secara fungsional kepada BUD
secara eriodik;dan

g. memu t dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan
Peraturrn Perundang- undangan.

(3) Dalam hal PAmelimpahkan kewenangannya kepada KPAsebagaimana
dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2), Bupati atas usul PPKD
menetapkan Bendahara Pengeluaran Pembantu.

Pasal 18
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Dalam m~laksanakan tugas TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dapat meltbatkan instansi sesuai dengan kebutuhan.

(4)

Dalam prJses penyusunan APBD, Bupati dibantu oleh TAPD yang
dipimpin 0teh Sekretaris Daerah.

(2) TAPDseb~aimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Pejabat Perencana
Daerah, P1KD,dan pejabat lain sesuai dengan kebutuhan.

(3) TAPDsebagaimana dimaksud pada ayat (1)mempunyai tugas:
a. memb~1as kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah;
b. menyusun dan membahas rancangan KUAatau rancangan perubahan

KUA;
c. menyu~un dan membahas rancangan PPAS atau rancangan

perubahan PPAS;
d. melakukan verifikasi RKA-SKPD;
e. rnembahas rancangan APBD, rancangan Perubahan ArBD, atau

rancangan Pertanggungjawaban APBD;
f. membahas hasil evaluasi APBD, Perubahan APBD, atau

Pertanggungjawaban APBD;
g. melakukan verifikasi rancangan DPA SKPD /rancangan perubahan

DPASKPD;
h. menyiapkan surat edaran Bupati tentang pedoman penyusunan RKA;

dan
i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan Peraturan

Perundang- undangan.

(1)

Pasal22

Bagian Kesepuluh
TAPD

Bendahara Penjrimaan dan Bendahara Pengeluaran dilarang:
a. melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan, dan

penjualan jasa;
b. bertindakJbagai penjamin atas kegiatan, pekerjaan dan Zatau penjualan

jasa; dan
c. menyimp 1 uang pada suatu bank atau lembaga keuangan lainnya atas

nama pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pasal21

(2) Pegawai yang bertugas membantu Bendahara Pengeluaran sebagaimana
dimaksud rada ayat (1) melaksanakan tugas dan wewenang sesuai
dengan lin~up penugasan yang ditetapkan Kepala SKPD.

Pasal20

(1) Kepala SKbD atas usul Bendahara Pengeluaran dapat menetapkan
pegawai y~ng bertugas membantu Bendahara Pengeluaran untuk
meningkatkan efektivitas pengelolaan Belanja Daerah.
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Satuan hitung dalam APBDadalah mata uang rupiah.

Pasal25

(7) Seluruh ~enerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dianggarkan secara bruto dalam APBD.

Pasal24

(1) Semua Perrerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang
dianggarkan dalam APBD.

(2) penenmaal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. pendapatan Daerah; dan
b. peneri1aan Pembiayaan Daerah.

(3) Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. belanja Daerah; dan
b. pengeluran PembiayaanDaerah.

(4) Penerimaan Daerah yang dianggarkan dalam APBD sebagaimana
dimaksud lpada ayat (2) merupakan rencana Penerimaan Daerah yang
terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber
Penerimaan Daerah dan berdasarkan pada ketentuan Peraturan
perundan~-undangan.

(5) Pengeluaran Daerah yang dianggarkan dalam APBD sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) merupakan rencana Pengeluaran Daerah sesuai
dengan kypastian tersedianya dana atas Penerimaan Daerah dalam
jumlah y~g cukup.

(6) Setiap Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus
memilikidasar hukum yang melandasinya.

(3) APBDme~~punyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi,
distribusi, Tan stabilisasi.

(4) APBD, perp-bahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
setiap tahur ditetapkan dengan Perda sesuai dengan ketentuan Peraturan
Perundang1undangan.

(1) APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Daerah dan kemampuan
Pendapatan Daerah.

(2) APBDsebakaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memedomani
KUA-PPASrang didasarkan pada RKPD.

Pasal23

Bagian Kesatu
Umum

I BABIII
A~JGGARANPENDAPATANDANBELANJADAERAH
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Pendapatan Daerah terdiri atas:
a. Pendapatan AsliDaerah;
b. pendapa~ltransrer;dan
c. lain-lain P ndapatan Daerah yang sah.

Pasal 30

Pendapatan Daerah dirinci menurut Urusan Pemerintahan Daerah, organisasi,
jenis, obyek, dan rincian obyekPendapatan Daerah.

Pasal29

Bagian Ketiga
Pendapatan Daerah

(2) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b
meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak
perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai
Peraturan Perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang
merupaka ~kewajiban Daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

(3) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1)huruf
c meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali danj atau
pengeluaran yang akan diterima kernbali, baik pada tahun anggaran yang
berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

(1) Pendapatam Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1)huruf
a meliputi nemua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah
yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya
yang sesu . Peraturan Perundang-undangan diakui sebagai penambah
ekuitas yar g merupakan hak Daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

(2) APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan menurut
Urusan PeFerintahan Daerah dan Organisasi yang ditetapkan sesuai
dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(3) Klasifikasi IAPBDmenurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kebutuhan
Daerah berrasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

I Pasal28

(1) APBDrnerupakan satu kesatuan yang terdiri atas:
a. pendapltan Daerah;
b. belanja aerah; dan
c. pembia aan Daerah.

Pasal27

Bagian Kedua
Struktur AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah

APBDmerupakrn dasar Pengelolaan Keuangan Daerah dalam masa 1 (satu)
tahun anggaran sesuai dengan undang-undang mengenai keuangan negara.

Pasal26
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PemerintahDaerah dilarang:
a. melakukan fPungutanatau yang disebut nama lainnya yang dipersamakan

dengan pungutan di luar yangdiatur dalamUndang-Undang;dan
b. melakUkan~ pungutan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi,

menghamb t mobilitaspenduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah,
dan kegiat ekspor/impor yangmerupakan programstrategis nasional.

Pasal32

Lain-lainRendapatan AsliDaerah yang sah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1)hu uf d terdiri atas:
a. hasil pe jualan BMDyang tidak dipisahkan;
b. hasil pe anfaatan BMDyang tidak dipisahkan;
c. hasil ke 'a sama Daerah;
d. jasa gir I ;
e. hasil pergelolaan dana bergulir;
f. pendaPttan bunga;
g. penerilytaanatas tuntutan ganti kerugian keuangan Daerah;
h. peneriI~.aan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat

penjUal~' tukar-menukar, hibah, asuransi, danIatau pengadaan
barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai
akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil
pemanf atan barang Daerah atau dari kegiatan lainnyamerupakan
Pendapatan Daerah;

i. penerl9-~ankeuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata
uang asmg;

J. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
k. pendapatan denda pajak daerah;
1. pendapatan denda retribusi daerah;
m. pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
n. pendapatan dari pengembalian;
o. pendapatan dari BLUD;dan
p. pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-

undangan.

(4)

(3)

(2)

Pendapatan AsliDaerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a
meliputi:
a. Pajak D~erah;
b. RetribUfiDaerah;
c. hasil pe. gelolaankekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
d. lain-lai Pendapatan AsHDaerahyang sah.

Pendapata 1Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a dan huruf b meliputi pendapatan sesuai dengan
ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai
PajakDaerr dan RetribusiDaerah.

H.asil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana
dimaksud fada ayat (1)huruf c merupakan PenerimaanDaerah atas hasil
Penyerta~ ModalDaerah.

(1)

Pasal31
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(2) DBH yang bersumber dari pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a terdiri atas:
a. Pajak Bumi dan Bangunan sektor perkebunan, pertambangan, dan

perh utanan;
b. P;,rtjak enghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 wajib pajak orang pribadi

O
(',-:ro,,~ egeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21; dan
r- 10.) .; ~ M

(I) DBH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf a bersumber
dari:
a. pajak; dan
b. sum ber daya alam.

Pasal36

(3) Dana Transfer Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hUTUf b
terdiri atas:
a. DAKFisik; dan
b. DAKNon Fisik.

(2) Dana Transfer Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri
atas:
a. DBH; dan
b. DAU.

(1) Dana Peri~1.bangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf
a terdiri atfs:
a. Dana T~ansfer Umum; dan
b. Dana Transfer Khusus.

(3) Transfer ~ntar-Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
terdiri atast
a. pendaftan bagi hasil; dan
b. bantu keuangan.

Pasa135

(1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b
meliputi:
a.=pemerintah pusat; dan
b. transfe antar-Daerah.

(2) Transfer p~merintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
terdiri atas:
a. dana p rimbangan;
b. dana i eentif daerah; dan
c. dana drsa.

Pasal 34

(2) Hasil pungi,tan atau yang disebut nama lainnya sebagaimana dimaksud
pada ayat ( ) wajib disetorkan seluruhnya ke kas negara.

(1) Bupati yang melakukan pungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32,
dikenai sapksi administratif sesuai dengan ketentuan Peraturan
Perundang- ndangan.

Pasal33
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(1) Dana Desa sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 34 ayat (2) huruf e
bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer
melalui APBD digunakan untuk membiayai penyelenggaraan
pemerint~'lan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan,
dan pemb,rdayaan masyarakat.

(2) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan
ketentu~rPeraturan Perundang-undangan.

Pasal40

Dana Insentif Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf b
bersumber dari APBNyang dialokasikan kepada Daerah tertentu berdasarkan
kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas
perbaikan dan/ atau pencapaian kinetja tertentu.

Dana TranSfe£Usus sebagaimana dimaksud dalarn Pasal35 ayat (1) hurufb
bersumber d ;. APBN yang dialokasikan pada Daerah untuk mendanai
kegiatan khu us yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan
ketentuan Per~uran Perundang-undangan.

Pasal39

Pasa138

Pasal37

DAD bersumbJr dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan
pemerataan kemampuan keuangan antar Daerah untuk mendanai kebutuhan
Daerah dalarn rangka pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan ketentuan
Peraturan Peru dang-undangan.

c. cukai hisil tembakau.

(3) DBH yang bersumber dari sumber daya alarn sebagaimana dimaksud
pada ayat ~1)huruf b terdiri dari:
a. penerimtan kehutanan yang berasal dari iuran ijin usaha pemanfaatan

hutan, l0viSi sumber daya hutan, dan dana reboisasi yang dihasilkan
dari Dae ah;

b. penerim an pertarnbangan mineral dan batubara yang berasal dad
penerimtan iuran tetap dan penerimaan iuran eksplorasi dan iuran
eksploitasi yang dihasilkan dari Daerah;

c. penerimaan negara dari sumber daya alarn pertarnbangan minyak bumi
yang dihrsilkan dari Daerah;

d. penerimaan negara dari sumber daya alarn pertambangan gas bumi
yang dihrsilkan dari Daerah;

e. penerim~an dari panas bumi yang berasal dari penerimaan setoran
bagian emerintah Pusat, iuran tetap, dan iuran produksi yang
dihasilk dari Daerah; dan

f. penerim an perikanan yang berasal dari pungutan pengusaha
perikanan dan pungutan hasil perikanan yang dihasilkan dari Daerah.
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Bagian Keempat
Belanja Daerah

Pasal46

(1) Belanja DEerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b
untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi
keWenangr Daerah.

Dana Darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b merupakan
dana yang ber~sal dari APBNyang diberikan kepada Daerah pada tahap pasca
bencana untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana
yang tidak mampu ditanggulangi oleh Daerah dengan menggunakan sumber
APBDsesuai dmgan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal45

Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 buruf a merupakan bantuan
berupa uang, parang, dan Iatau jasa yang berasal dari Pemerintah Pusat,
Pemerintah Da~rah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar
negeri yang ti~ak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan
Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah sesuai dengan
ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal44

Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal30
huruf c meliputi:
a. hibah;
b. dana darurat; dan Iatau
c. lain-lain P1endapatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang­

undangan.

(2) Bantuan K uangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)terdiri atas:
a. bantu keuangan dari Daerah provinsi; dan
b. bantu, keuangan dari Daerah kabupaterr/kota.

Pasal43

(1) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3)huruf
b merupak dana yang diterima dari Daerah lainnya baik dalam rangka
kerjasama Daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan,
darr/atau t juan tertentu lainnya.

Pasal42

Pendapatan Baji Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal34 ayat (3) huruf a
merupakan da.l1ayang bersumber dari Pendapatan Daerah yang dialokasikan
kepada Daerahl lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan
ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal41
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(5) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci menurut
urusan Pernerirrtab.an Daerah, orgarrisasi, program, kegiatan, jenis, obyek,
dan rincian obyek Belanja Daerah.

(4) Analisis standar belanja, standar harga satuan, dan/atau standar teknis
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan untuk menyusun
rencana kerja dan anggaran dalam penyusunan Rancangan Perda ten tang
APBD.

(3) Analisis standar belanja dan standar teknis sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) djn standar harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

(1) Belanja Darrah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 berpedoman pada
standar harga satuan regional, analisis standar belanja, dan Iatau stan dar
teknis sesiai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(2) Standar harga satuan regional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
digunakan sebagai pedoman dalam menyusun standar harga satuan.

Pasal48

Daerah wajib ~engalokasikan belanja untuk mendanai Urusan Pemerintahan
Daerah yang belsarannya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang- undangan.

Pasal47

(7) Belanja D' erah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Pilihan
dialokasikan sesuai dengan prioritas Daerah dan potensi yang dimiliki
Daerah.

(4) Urusan Pe~erintahan Pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai
dengan potersi yang dimiliki Daerah.

(5) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dengan
mempriori~skan pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib Terkait
Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal.

(6) Belanja DaJrah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak
terkait denJan Pelayanan Dasar dialokasikan sesuai dengan kebutuhan
Daerah. If
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(2) Urusan pet.erintahan yang menjadi kewenangan Daerah sebagaimana
dimaksud ~ada ayat (1) terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan
Urusan Pernerintahan Pilihan sesuai dengan ketentuan Peraturan
Perundang- undangan,

(3) Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri
atas Urusap Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan
Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar.



(3) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan
pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang
memberi nanfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.

(2) Belanja 0Rerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf a merupakan
pengeluar~ anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah
yang memberi manfaatjangka pendek.

(1) KlasifikasiBelanja Daerah terdiri atas:
a. belanjf operasi;
b. belanjf modal;
c. belanja tidak terduga; dan
d. belanja transfer.

Pasal52

(3) Nomenklatur Program dalam Belanja Daerah serta indikator capaian hasil
dan indikator capaian keluaran yang didasarkan pada prioritas nasional
disusun berdasarkan nomenklatur Program dan pedoman penentuan
indikator hasil dan indikator keluaran sesuai dengan ketentuan Peraturan
Perundang-undangan.

dimaksud pada ayat (1) rinciannya(2) Program dtt~ Kegiatan sebagaimana
paling sedifit mencakup:
a. target dan sasaran;
b. indikator capaian keluaran; dan
c. indikator capaian hasil.

Belanja Daerah menurut organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48
ayat (5)disesu~an dengan susunan organisasi yang ditetapkan berdasarkan
ketentuan pera,uran perundang-undangan.

Pasal 51

(1) Belanja :tah rnenurut Program dan Kegiatan sebagaimana dirnaksud
dalam Pas 48 ayat (5)disesuaikan dengan Urusan Pemerintahan Daerah
berdasar ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal50

Urusan Pemerin~ahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (5)
diselaraskan dan dipadukan dengan belanja negara yang diklasifIkasikan
menurut fungsi tang antara lain terdiri atas:
a. pelayanan uIfum;
b. ketertiban dap.keamanan;
c. ekonomi;
d. perlindUng1lingkUnganhidup;
e. perumahan an fasilitas umum;
f. kesehatan;
g. pariwisata;
h. pendidikan; :lan
1. perlindUnga~isosial.

Pasal49

-23-



(1) Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada
PegawaiA~Ndengan memperhatikan kemampuan Keuangan Daerah dan
mernperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan
perundany-undangan.

(2) Tambah~ penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan
berdasarkan pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja,
kelangkaap profesi, prestasi kerja, dan/ atau pertimbangan objektif
lainnya.

Pasal55

(2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada
Bupati/Wakil Bupati, Pimpinarr/AnggotaDPRD,dan PegawaiASN.

(3) Belanja p~gawaiASNsebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan
pada belapja SKPD bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(1) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf a
digunakanl untuk menganggarkan kompensasi yang ditetapkan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Belanja tr~sfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) buruf d
dirinci atas jenis :
a. belanjc;bagi hasil; dan
b. belanjj bantuan keuangan.

I Pasal54

(2) Belanja m dal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf b
dirinci ata~ jenis belanja modal.

(3) Belanja til~terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1)
huruf c d~ci atas jenis belanja tidak terduga.

(1) Belanja op rasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) buruf a
dirinci atas jenis:
a. belanja pegawai;
b. belanja barang dan jasa;
c. belanja bunga;
d. belanja subsidi;
e. belanja hibah; dan
f. belanja bantu an sosial.

(5) Belanja transfer sebag~mana ~imaksud pada ayat (1) huruf d merupakan
pengeluaran uang dan Pemenntah Daerah kepada Pemerintah Daerah
lainnya dari/ateu dari Pernerintah Daerah kepada Pemerintah Pekon.

Pasal 53

(4) Belanja 3· ak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) buruf c
merupak pengeluaran anggaran atas beban APBDuntuk keperluan
darurat te :masuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi
sebelumny I •
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(1) Belanja su sidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf d
digunakan agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh Badan
Usaha M" Negara, BUMDdan/atau Badan Usaha Milik Swasta, sesuai
dengan k tentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat
terjangkau oleh masyarakat.

(2) Badan uslha Milik Negara, BUMDdanJatau Badan Usaha Milik Swasta
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan badan yang
menghasilkan produk atau jasa pelayanan dasar masyarakat.

I
(3) Badan Us~a Milik Negara, BUMD,Badan Usaha Milik Swasta, darr/utau

Badan Hukum lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang akan
diberikan subsidi terlebih dahulu dilakukan audit keuangan oleh Kantor
Akuntan jPublik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan

(4) Hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bahan
pertimbanran untuk memberikan subsidi.

(5) Dalam rdgka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD,penerima subsidi
sebagaim~pa dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan laporan
pertanggUrgjaWaban penggunaan dana subsidi kepada Bupati.

(6) Ketentu5, lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan
pertanggur~gjawaban subsidi diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal58

huruf c
dihitung

Belanja bungatsebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1)
digunakan unt k menganggarkan pembayaran bunga Utang yang
atas kewajiban okok Utang berdasarkan perjanjian pinjaman.

I

Pasa157

(2) Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam
rangka mela sanakan Program dan Kegiatan Pemerintahan Daerah.

(1) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1)
huruf b di~nakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang
nilai manfas tnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa
yang akan iserahkan atau dijual kepada masyarakatJ pihak ketiga.

(3) Pembe~an I t~bahan penghasilan. kepada Pegawai ASN Daerah
sebagrum1 dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati
dengan be edoman pada Peraturan Pemerintah.

(4) Dalam hal elum adanya Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud
pada ayat A3), Bupati dapat memberikan tambahan penghasilan bagi
Pegawai AS1 setelah mendapat persetujuan Menteri.

Pasal56
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memenuhi(2) pengadaEset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
kriteria:
a. memp nyai masa manfaat lebihdari 12 (dua belas)bulan;
b. digun an dalam kegiatan pemerintahan daerah; dan
c. batas .. kapitalisasi aset.

I

(1) 8elanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2)digunakan
untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka
pengadaan aset tetap dan aset lainnya.

Pasal61

(3) Belanja bantuan sosial sebagaimanadimaksud pada ayat (1)dianggarkan
dalam APED sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah
memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan
Urusan Ptmerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran
sampai penerimabantuan telah lepas dari resiko sosial.

(1) 8elanja b~tuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1)
huruf f di unakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa
uang dan atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/ atau
masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang
bertujuan ~~tuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial,
kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.

Pasa160

(2) Pemberian ibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk
menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah
Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya
fungsi pe~erintahan, pemban gunan , dan kemasyarakatan dengan
memperha!fKan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat
untuk mas1arakat.

(3) Belanja hi~ah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalarn
APBD se~uai dengan kernampuan keuangan Daerah setelah
memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan
Urusan Pererintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Belanja hibfili sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf e
diberikan k pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, Badan
Usaha Mili Negara , BUMD, dan/ atau Badan dan Lembaga, serta
Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang
secara spes fik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan
tidak rnengi at, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran,
kecuali dit tukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­
undangan.

Pasal59
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(2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dapat
dianggarkan sesuai kemampuan Keuangan Daerah setelah
mempri0_:ttaskanpemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan
Urusan Pemerintahan Pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkanoleh
peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan

__ ._-r--k_e_t_e_n_t_u~peraturan perundang-undangan.
K.~aAG .
IoiUK M

(1) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat
(4) huruf b diberikan kepada Daerah lain dalam rangka kerja sarna
Daerah, pemerataan peningkatan kemarnpuan keuangan, dan/ atau
tujuan tertentu lainnya.

Pasal64

Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 53 ayat (4) huruf a
dianggarkan dalarn APBDsesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Belanja In:Odal:tbaga~manadimaksud dalam Pasal 53 ayat (2)meliputi:
a. belanja tan ,dlgunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh

dengan m sud untuk dipakai dalam kegiatan operasionalPemerintah
Daerah dan idalamkondisi siap dipakai;

b. belanja perJJlatandan mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan
dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik,
inventaris cantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan
masa manfs atnya lebih dari 12 (dua belas] bulan dan dalam kondisi siap
pakai;

c. belanja b gunan dan gedung, digunakan untuk menganggarkan gedung
dan bangu an mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh
dengan m sud untuk dipakai dalam kegiatan operasional
PemerintahDaerah dan dalarnkondisi siap dipakai;

d. belanja jaltn, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan
jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang
dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dirniliki dany atau dikuasai oleh
Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;

e. belanja as~t tetap lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap
lainnya me~cakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkanke dalam
kelompok"set tetap sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan
huruf d, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional
PemerintahDaerah dalam kondisi siap dipakai; dan

f. belanja aset lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang
tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah, tidak
memenuhi definisi asset tetap, dan harus disajikan di pos asset lainnya
sesuai denfan nilai tercatatnya.

Pasal63

Pasal62

(3) Batas minimal kapitalisasi aset sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf c diatur dalam Peraturan Bupati.

(4) Aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam
belanja mo al sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh

tersebut sia digunakan.
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(1) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal65 ayat (1) meliputi:
a. benc?{la alam, bencana non-alam, bencana sosial dan Iatau kejadian

luar biasa;
b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan Zatau
c. keru~\kan sarana./ prasarana yang dapat mengganggu kegiatan

pelayanan publik.

(2) Keperlual mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1)
meliputi:
a. kebu~t han Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang

angg annya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
b. belan a Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat

wajib;

",__.__.._---. I
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Pasal66

(1) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3)
merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan
darurat te!1nasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan
pembayarl'1 atas Penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya.

(2) Dalam hal belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tidak mencukupi, menggunakan:
a. dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan

lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran
berjalan; dan/ atau

b. memifaatkan kas yang tersedia.

(3) Penjadwalan ulang capaian Program dan Kegiatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf a diformulasikan terlebih dahulu dalam Perubahan
DPASKPD

(7) Pemerintali Daerah dalam memberikan bantuan keuangan yang bersifat
khusus ~~bagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat mensyaratkan
penyedia~ dana pendamping dalam APBD atau anggaran pendapatan
dan belanjj pekon penerima bantuan.

I Pasa165

(6) Peruntuka bantuan keuangan yang bersifat khusus sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dan
pengelola nya diserahkan kepada penerima bantuan.

(3) Bantuan kepangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. bantuary keuangan antar daerah kabupaten/kota;
b. bantU9 keuangan daerah ke daerah Provinsi danj'atau daerah

provinsi lainnya; dan/atau
c. bantua keuangan kepada pekon.

(4) Bantuan k~uangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat umum
atau khUS,s.

(5) Peruntukan dan pengelolaan bantuan keuangan yang bersifat umum
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diserahkan kepada Pemerintah
Daerah penerima bantuan.
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(4)

(3)

(2)

Pasa167

Paragraf 1
Umum

Bagian Kelima
Pembiayaan Daerah

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1)
huruf c te~diriatas:
a. peneriInaan Pembiayaan; dan
b. pengel~aran Pembiayaan.

Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci menurut
Urusan Pernerintahan Daerah, organisasi, jenis, obyek, dan rindan obyek
pembiaYl Daerah.

Penerim I Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a bersumber dari:
a. SiLPA;
b. penc~ran Dana cadangan;
c. hasil ~enjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan;
d. penerimaan Pinjaman Daerah;
e. penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah; dan/ atau
f. penerijrnaanpembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan

Perunpang-undangan.

Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
dapat digunakan untuk Pembiayaan:
a. pemblyaran dcilan pokok Utang yangjatuh tempo;
b. penye taan modal Daerah;
c. pembentukan Dana Cadangan;

. -..._~_~mb rian Pinjaman Daerah; dan/ atau
KABAG
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(5) Belanja u tuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial,
darr/atau ejadian Iuar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
digunakan resuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Pengeluarap untuk mendanai keperluan mendesak yang belum tersedia
anggarann~a dan/ atau tidak cukup tersedia anggarannya, diformulasikan
terlebih dahulu dalam RKASKPDdanZatau Perubahan DPASKPD.

(4) Pengeluara untuk mendanai keadaan darurat yang belurn tersedia
anggarann a, diformulasikan terlebih dahuiu dalam RKA SKPD, kecuali
untuk keb tuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/ atau
kejadian Iu . biasa.

(3) Kriteria k1adaan darurat dan keperluan mendesak sebagaimana
dimaksud l?ada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dalam Perda tentang
APBDtahun berkenaan.

c. pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah
dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan
perundang- undangan; dan/ atau

d. pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan
kerugiatp: yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan Iatau
masyarakat.
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(6) Pengguna n atas Dana Cadangan yang dicairkan dari rekening Dana
Cadangan ke RekeningKas Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dianggarkan dalam SKPD pengguna Dana Cadangan
bersangk1tan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan
perundanr undangan.

(5) PosisiDana Cadangan dilaporkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan
dari laporan pertanggungjawabanAPBD.

(4) Dalam hal, Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum
digunakan sesuai dengan peruntukannya, dana tersebut dapat
ditempatkan dalam portofolioyang memberikan hasil tetap dengan risiko
rendah.

(3) Pencairan Dana Cadangan dalam 1 (satu) tahun anggaran menjadi
penerimaan PembiayaanAPBDdalam tahun anggaran yang berkenaan.

(1) Pencairan pana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat
(3)huruf40digunakan untuk menganggarkan pencairan Dana Cadangan
dari reken ng Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah dalam
tahun an aran yang berkenaan.

(2) Jumlah Df.'la Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai
dengan jurnlah yang telah ditetapkan dengan Perda tentang pembentukan
Dana Cadangan bersangkutan.

Pasal69

SiLPAsebagairm a dimaksud dalam Pasal 67 ayat (3)huruf a bersumber dari:
a. pelampauan enerimaan PAD;
b. pelampauan enerimaan pendapatan transfer;
c. pelampauan enerimaan lain-lain Pendapatan DaerahYangsah;
d. pelampauan enerimaan Pembiayaan;
e. penghema belanja;
f. kewajiban ~epada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum

terselesaikalj; dan/ atau
g. sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana

pengeluaran[Pembiayaan.

Pasal68

Paragraf2
PenerimaanPembiayaan

(5)

e. pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan
Perundang-undangan.

I
Pembiayaan neto merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap
pengeluaraIfpembiayaan.

Pembiayaan neto sebagaimana dimaksud pada ayat (5)digunakan untuk
menutup d~fisitanggaran.

(6)
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(1) Daerah dapat melakukan penyertaan modal sebagaimana dimaksud
dalam patal67 ayat (4)huruf b pada BUMDdarr/atau Badan Usaha Milik

,..- __ ._,.~t<lg~a;a.lr-'laL...
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Pasal 75

Pembayaran cicilan pokok Utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat
(4) huruf a digunakan untuk menganggarkan pembayaran pokok Utang yang
didasarkan pada jumlah yang harus dibayarkan sesuai dengan perjanjian
pinjaman dan pelaksanaannya merupakan prioritas utama dari seluruh
kewajiban Pemerintah Daerah yang harus diselesaikan dalam tahun anggaran
berkenaan berdasarkan perjanjian pinjaman.

Pasal 74

Paragraf 3
Pengeluaran Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat
(3)huruf f digunakan untuk menganggarkan penerimaan Pembiayaan lainnya
sesuai dengan etentuan peraturan perundang-undangan.

Penerimaan kernbali Pemberian Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud
dalam Pasa16~ ayat (3)huruf e digunakan untuk menganggarkan penerimaan
kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak penerima pinjaman sesuai
dengan ketent~an peraturan perundang-undangan.

Pasal 73

Pasa172

(3) Penerima~ Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan sesuai.dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Penerimaa Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
bersumber ari:
a. Pemeri tah Pusat;
b. Pemeri tah Daerah lain;
c. lembag keuangan bank;
d. lembagr keuangan bukan bank; dan /atau
e. masyarakat.

(1) Penerimaan Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67
ayat (3) huruf d didasarkan pada jurnlah pinjaman yang akan diterima
dalam tah n anggaran berkenaan sesuai dengan yang ditetapkan dalam
perjanjian injaman bersangkutan.

Pasal 71

(2) Penerima~ atas hasil penjualan kekayaan Daerah sebagaimana
dirnaksud pada ayat (1)dicatat berdasarkan bukti penerimaan yang sah.

dipisahkan sebagaimana
dilakukan sesuai dengan

(1) Hasil penj1ualan kekayaan Daerah yang
dimaksud l.alam Pasal 67 ayat (3) huruf c
ketentuan ~eraturan perundang-undangan.

Pasal 70
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(5) Pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetaPkl· dalam Perda tentang pembentukan Dana Cadangan.

(6) Perda se agairnana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan sebelum
persetujuan bersama antara Bupati dan DPRDatas Rancangan Perda
tentang APBD.

(4) Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)ditempatkan dalam
rekening tersendiri dalam RekeningKasUmum Daerah.

(1) Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (4)huruf c,
pengguna,nnya diprioritaskan untuk mendanai kebutuhan pembangunan
prasarana dan sarana Daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1
(satu) tah~n anggaran.

(2) Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan
untuk mrndanai kebutuhan lainnya sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

I

(3) Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari
penyisihan atas Penerimaan Daerah kecuali dari:
a. DAK;
b. Pinja~an Daerah; dan
c. Penerijffiaanlain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran

tertentu berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 77

(1) Pemenuhatt penyertaan modal pada tahun sebelumnya tidak diterbitkan
Perda tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tersebut
tidak melefihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dengan
Perdamengenai penyertaan modal bersangkutan.

(2) Dalam hal bemerintah Daerah akan menambah jumlah penyertaan modal
melebihi j~mlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dengan Perda
mengenaifenyertaan modal, Pemerintah Daerah melakukan perubahan
Perda me genai penyertaan modal yang bersangkutan sesuai dengan
ketentuan I eraturan Perundang-undangan.

Pasal 76

(3) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebelum
persetujuan bersama antara Bupati dan DPRDatas Rancangan Perda
tentang AP~D.

(4) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(2) Penyertaan Imodal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dapat dqaksanakan apabilajumlah yang akan disertakan dalam tahun
anggaran bfrkenaan telah ditetapkan dalam Perda mengenai penyertaan
modalDaerah bersangkutan.
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Penggunaan surplus APBDdiutamakan untuk:
a. pembayaran cicilanpokokUtang yangjatuh tempo;
b. penyertaalnmodal Daerah;
c. pembentukan Dana Cadangan;
d. pemberi~l Pinjaman Daerah; dan/ atau
e. pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan

Perundang-undangan.

Pasal81

Paragraf2
Surplus

(1) Selisih antara anggaran Pendapatan Daerah dengan anggaran Belanja
Daerah mjngakibatkan terjadinya surplus atau defisitAPBD.

(2) Dalam hal APBDdiperkirakan surplus, APBDdapat digunakan untuk
pengeluaran Pembiayaan Daerah yang ditetapkan dalam Perda tentang
APBD yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(3) Dalam hal APBD diperkirakan defisit, APBD dapat didanai dari
penerimaan Pembiayaan Daerah yang ditetapkan dalam Perda tentang
APBD yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasa180

Paragraf 1
Umum

Bagian Keenam
Surplus dan Defisit

Pasal 79

Pengeluaran pebbiayaan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat
(4)huruf e digtf._akanuntuk menganggarkan pengeluaran pembiayaan lainnya
sesuai dengan ~cetentuanperaturan perundang-undangan.

(4) Ketentuan mengenai tata cara Pemberian Pinjaman Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan
Bupati.

(2) Pemberian Pinjaman Daerah dilaksanakan setelah mendapat persetujuan
DPRD.

(3) persetujUaJ.lDPRDsebagaimana dimaksud pada ayat (2)menjadi bagian
yang disep~ati dalam KUAdan PPAS.

(1) Pemberian Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat
(4) huruf d ldigunakan untuk meganggarkan pemberian Pinjaman Daerah
yang diberikan kepada pemerintah daerah lainnya, BUMD, koperasi,
dan/ atau masyarakat.

Pasal78
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(3) Rancangan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan
tahapan:
a. menent£kan skala prioritas pembangunan Daerah;
b. menent kan prioritas Program dan Kegiatan untuk masing-rnasing

urusan yang disinkronkan dengan prioritas dan Program nasional yang
tercant m dalam rencana kerja pemerintah setiap tahun; dan

c. menyus n capaian Kinerja, Sasaran, dan plafon anggaran sementara
untuk masing-masing Programdan Kegiatan.

(1) Bupati menyusun rancangan KUAdan rancangan PPASberdasarkan RKPD
dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD.

(2) RancanganlKUAsebagaimana dimaksud pada ayat (1)memuat:
a. kondisi ekonomimakro Daerah;
b. asumsi denyusunan APBD;
c. kebijakan Pendapatan Daerah;
d. kebijakan Belanja Daerah;
e. kebijakan Pembiayaan Daerah; dan
f. strategi pencapaian.

Pasal85

BABIV
PENYUSUNANRANCANGANAPBD

Bagian Kesatu
KebijakanUmum AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah dan Prioritas

PlafonAnggaranSementara

(2) Pembiayaap neto sebagai dimaksud pada ayat (1) merupakan selisih
antara penerimaan Pembiayaan dengan pengeluaran Pembiayaan.

(1) Defisit APBD sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) harus
ditutup dati Pembiayaan neto.

(1) Pemerintah Daerah wajib melaporkan posisi defisit APBDkepada Menteri
dan menteti yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
keuangan sFtiap semester dalam tahun anggaran yang berkenaan.

(2) Dalam hall Pemerintah Daerah tidak melaporkan posisi difisit APBD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi sesuai dengan
ketentuan ~eraturan perundang-undangan.

I Pasal84

Pasal83

Pemerintah Daerah wajib melaporkan posisi surplus APBDkepada Menteri
dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
keuangan setia~ semester dalam tahun anggaran berkenaan.

I Paragraf 3
Defisit

Pasal82
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(5) Persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit
memuat:
a. nama kegiatan;
b .Ja,ngkawaktu pelaksanaan kegiatan;

(3) Penganggarankegiatan tahun jamak sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)berda~arkan atas persetujuan bersama antara Bupati dan DPRD.

(4) persetuju~ bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
ditandatangani bersamaan dengan penandatanganan KUAdan PPAS.

(2) Kegiatan tahun jamak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
harus merrenuhi kriteria paling sedikit:
a. pekerjaan konstruksi atas pelaksanaan Kegiatan yang secara teknis

merupakan satu kesatuan untuk menghasilkan 1 (satu) Keluaran
yang memerlukan waktu penyelesaian lebih dari 12 (dua belas) bulan;
atau

b. pekerjaan atas pelaksanaan Kegiatan yang menurut sifatnya harus
tetap berlangsung pada pergantian tahun anggaran.

(1) Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (3) huruf b dapat
dianggarkan :
a. untuk 1 (satu) tahun anggaran; atau
b. lebih rari 1 (satu) tahun anggaran dalam bentuk kegiatan tahun

jamak

Pasa188

Dalam hal BUPftidan DPRDtidak menyepakati bersama rancangan KUAdan
rancangan PPApsebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1), paling lama
6 (enam) min~ sejak rancangan KUAdan rancangan PPASdisampaikan
kepada DPRD,Bupati menyampaikan Rancangan Perda tentang APBDkepada
DPRDberdasarkan RKPD,rancangan KUA,dan rancangan PPASyang disusun
Bupati, untuk [dibahas dan disetujui bersama antara Bupati dengan DPRD
sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(2) Kesepakat~ terhadap rancangan KUAdan rancangan PPASsebagaimana
dimaksud pada ayat (l) ditandatangani oleh Bupati dan pimpinan DPRD
paling lamb,t minggu kedua bulan Agustus.

(3) KUAdan PPASyang telah disepakati Bupati bersama DPRDsebagaimana
dimaksud pada ayat (2) menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam
menyusun ~KASKPD.

(4) Tata cara ~mbahasan rancangan KUAdan rancangan PPASsebagaimana
dimaksud p da ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan
peraturan p~rundang-undangan.

Pasa187

(1) Bupati menyampaikan rancangan KUAdan rancangan PPASsebagaimana
dimaksud dfam Pasal 85 ayat (1) kepada DPRDpaling lambat minggu
kedua bulan Juli untuk dibahas dan disepakati bersama antara Bupati
dan DPRD. I

Pasal86
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(4) Pendekatan Penganggaran berdasarkan Kinerja sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 89 ayat (2) huruf c dilakukan dengan memperhatikan :
a. keter~'tan antara pendanaan dengan Keluaran yang diharapkan dari

r-::~_--r-~ __ !!K:::::!egiaan;
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(3) Pendekatan Penganggaran Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal
89 ayat (2) huruf b dilakukan dengan memadukan seluruh proses
perencanaan dan penganggaran di lingkungan SKPD untuk menghasilkan
dokumen IRencana Kerja dan Anggaran.

(2) Prakiraan Maju sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi perkiraan
kebutuhap anggaran untuk Program dan Kegiatan yang direncanakan
dalam tahun anggaran berikutnya dari tahun anggaran yang
direncanakan.

Jangka Menengah Daerah
ayat (2) huruf a dilaksanakan

(l) Pendekatan Kerangka Pengeluaran
sebagaim~a dimaksud dalam Pasal 89
dengan m'fnyusun Prakiraan Maju.

Pasal91

Dalam hal terdapat penambahan kebutuhan pengeluaran akibat keadaan
darurat termasuk belanja untuk keperluan mendesak, Kepala SKPD dapat
menyusun RKA SKPD diluar KUAdan PPAS sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 86 ayat (2) dan ayat (3).

Pasa190

(3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada
PPKDseb gai bahan penyusunan Rancangan Perda tentang APBDsesuai
dengan ja wal dan tahapan yang diatur dalam Peraturan Menteri tentang
pedoman enyusunan APBDyang ditetapkan setiap tahun.

(2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan
menggun pendekatan:
a. kerang a Pengeluaran Jangka Menengah Daerah;
b. penga ggaran terpadu; dan
c. peng ggaran berdasarkan Kinerja.

(1) Kepala SI1PD menyusun RKA SKPD berdasarkan KUA dan PPAS
sebagaim a dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2) dan ayat (3).

Pasal89

Bagian Kedua
Rencana Kerja dan Anggaran SKPD

(6) Jangk~ w;aktu. penganggaran pelaksanaan kegiatan tahun jamak
sebagaimaria ~lmaksud pad~ ayat (1) huruf ~ tid~ melampaui akhir
tahun masa jabatan Bupati berakhir, kecuali kegiatan tahun jamak
dimaksud erupakan prioritas nasional darr/atau kepentingan strategis
nasional se uai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. jumlah anggaran; dan
d. alokasi anggaran per tahun.
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(6) Standar harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
merupakan harga satuan barang dan jasa yang ditetapkan dengan
Keputusah Bupati dengan mempertimbangkan standar harga satuan
regional lebagaimanadimaksud dalam Pasal 48 ayat (3).

(5) Analisis standar belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
merupakan penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang
digunakan untuk melaksanakan suatu Kegiatan.

(4) Sasaran I¥neIja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf b merupakan
Hasil yang diharapkan dari suatu Program atau Keluaran yang
diharapkan dari suatu Kegiatanyang akan atau telah dicapai sehubungan
dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang
terukur.

(3) Tolak uk~r Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
merupaka ukuran prestasi kerja yang akan dicapai dari keadaan semula
dengan empertimbangkan faktor kualitas, kuantitas, efisiensi, dan
efektivitaspelaksanaan dari setiap Programdan Kegiatan.

(1) Penyusunap RKASKPDdengan menggunakan pendekatan penganggaran
berdasarkar Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (2)
huruf c be~edoman pada:
a. indikatr Kinerja;
b. toloku ur dan sasaran kinerja sesuai analisis standar belanja;
c. standa, harga satuan;
d. rencaniakebutuhan BMD;dan
e. Standf PelayananMinimal.

(2) Indikator rKineIja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
merupak~ ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari Program dan
Kegiatanyang direncanakan meliputiMasukan, Keluaran, dan Hasil.

Pasal93

(1) Untuk terlaksananya penyusunan RKASKPDberdasarkan pendekatan
sebagaim a dimaksud dalam Pasal 89 ayat (2) dan terciptanya
kesinambu gan RKASKPD,kepala SKPDmengevaluasihasil pelaksanaan
Program d Kegiatan 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya sampai
dengan se ester pertama tahun anggaran berjalan.

(2) Evaluasi s9-agaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menilai
Program dan Kegiatan yang belum dapat dilaksanakan atau belum
diselesaika~m.tahu~ sebelumnya untuk dilaksanakan atau diselesaikan
pada tahu yang direncanakan atau 1 (satu) tahun berikutnya dari tahun
yang diren anakan.

(3) Dalam h~ Program dan Kegiatan merupakan tahun terakhir untuk
pencapaie prestasi kerja yang ditetapkan, kebutuhan dananya harus
dianggark pada tahun yang direncanakan.

Pasa192
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b. hasil dah manfaatyang diharapkan; dan
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(8) Program ~ebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (3) memuat nama
Program Iyang akan dilaksanakan SKPD dalam tahun anggaran
berkenaan.

(6) Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal94 ayat (3)memuat nama
SKPDsela1kuPA.

(7) Kinerjayang hendak dicapai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat
(3)terdiri J;iariindikator Kinerja,tolok ukur Kinerja,dan Sasaran Kinerja.

(4) Rencana Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1)
memuat kelompok:
a. penerimaan pembiayaan yang dapat digunakan untuk menutup

defisit APBD;dan
b. pengeluaran pembiayaan yang dapat digunakan untuk memanfaatkan

surplus APBD,yang masing-masing diuraikan menurut jenis, obyek,
dan ri~lcianobyekpembiayaan.

(5) Urusan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94
ayat (3) memuat Urusan Pemerintahan Daerah yang dikelola sesuai
dengan tugas dan fungsi SKPD.

(2) Rencana pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima oleh
SKPDsesuai dengan tugas dan fungsinya serta ditetapkan sesuai dengan
ketentuan reraturan perundang-undangan.

(3) Rencana belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1) dirinci
atas Urus~ Pemerintahan Daerah, organisasi, Program, Kegiatan, sub
kegiatan, k[elompokbelanja yang masing-masing diuraikan menurut jenis,
obyek,danjrincian obyekbelanja.

(1) Rencana pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1)
memuat qrusan Pemerintahan Daerah, organisasi, kelompok, jenis,
obyek,rincian obyekPendapatan Daerah.

Pasal95

RKASKPDeebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) memuat
rencana p ndapatan, belanja, dan pembiayaan untuk tahun yang
direncanak serta prakiraan maju untuk tahun berikutnya.

(2) Rencana p~ndapatan, belanja, dan pembiayaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (r) dirinci sampai dengan rincian obyek.

(3) RKASKPDlsebagaimanadirnaksud pada ayat (1)juga memuat informasi
mengenai Urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, standar harga
satuan, dan Kinerjayang akan dicapai dari Programdan Kegiatan

(1)

(7) Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e
merupakan tolok ukur Kinerja dalam menentukan capaian jenis dan
mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib
yang berh4( diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.

I Pasa194

-38-



,

(2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh TAPD
untuk menelaah kesesuaian antara RKASKPDdengan:
a. KUAdan PPAS;
b. prakirran maju yang telah disetujui tahun anggaran sebelumnya;
c. dokumen perencanaan lainnya;
d. capaian kinerja;
e. indikator kinerja;
f. analisis standar belanja;
g. standar harga satuan;
h. peren~anaan kebutuhan BMD;
i. standar pelayanan minimal;
j. proye~<::siperkiraan maju untuk tahun anggaran berikutnya; dan
k. PrOgrr dan Kegiatan antar RKASKPD.

(3) Dalam hal hasil verifikasi TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdapat I ketidaksesuaian, kepala Perangkat Daerah melakukan

______ ~ny.emE~rnaan.
f<ABAG !
foiU UM

RKA SKI?D yang telah disusun oleh kepala Perangkat Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) disampaikan kepada
TAPDmelalui PPKDuntuk diverifikasi.

(1)

t Bagian Keempat
Penyiapan R cangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah

Pasal97

(4) Kepala SKIj>Dmenyususn RKASKPD berdasarkan KUAdan PPAS, serta
mengacu pada surat edaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

(2) Bupati meferbitkan surat edaran tentang pedoman penyusunan RKA
SKPDpalinf lambat minggu ketiga bulan Agustus.

(3) Surat edar n sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
a. prioritas pembangunan daerah, program, kegiatan dan sub kegiatan

yang te ait;
b. alokasi plafon anggaran sementara untuk setiap program, kegiatan

dan su kegiatan SKPDberikut rencana pendapatan dan penerimaan
pembia aan;

c. batas w tu penyampaian RKA-SKPDkepada PPKD;dan
d. dokumen lain sebagai lampiran meliputi KUA,PPAS, kode rekening

APBD, format RKA-SKPD,analisis standar belanja, standar satuan
barga, RKBMDdan kebijakan penyusunan

Pasal96

(1) TAPDmen~]sun rancangan surat edaran tentang pedoman penyusunan
RKASKPDJ~~ndisampaikan kepada Bupati.

Bagian Ketiga
Tata Cara Penyusunan RKA SKPD

(9) Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (3) memuat nama
Kegiatan ~ang akan dilaksanakan SKPD dalam tahun anggaran
berkenaan.
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Rancangan Perda tentang APBDyang telah disusun oleh PPKDdisampaikan
kepada Bupati.

Pasal99

(4) Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBDsebagaimana dimaksud pada
ayat (3) m~muat laI?piran paling sedikit te:diri ~tas: .
a. ringkasan penjabaran APBDyang diklasifikasi menurut kelompok,

jenis, 1byek, dan rincian obyekPendapatan, Belanja, dan
Pernbiayaan: . . .

b. penjabaran APBDmenurut Urusan Pemenntahan Daerah, organisasi,
Progr~, Kegiatan, kelompok,jenis, obyek, rincian obyek pendapatan,
belan~t.dan Pembiayaan;

c. daftar1nama penerima, alamat pene~ma, dan besaran hibah; dan .
d. daftar nama penerima, alamat penenma, dan besaran bantuan SOSla1.

(3) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas
nota keuangan dan rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran
APBD.

(2) Rancangan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
memualla;iran paling sedikit terdiri atas:
a. ringka APBDyang diklasifikasi menurut kelompokdan jenis

Pendap tan, Belanja, dan Pembiayaan;
b. ringk~srn. APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan

orgamsast;
c. rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, organisasi,

Progr~l, Kegiatan, kelompok,jenis pendapatan, belanja, dan
Pemb~~iaan;

d. rekaPi~laSi belanja dan kesesuaian menurut Urusan Pemerintahan
Daerah organisasi, Program, dan Kegiatan;

e. rekapit .ilasi Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan
Urusa Pemerintahan Daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan
keuanlE Negara;

f. daftar j mlah pegawai per golongan dan per jabatan;
g. daftar iutang Daerah;
h. daftar ienyertaan modal Daerah dan investasi Daerah lainnya;
1. daftar I erkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap Daerah;
j. daftar erkiraan penambahan dan pengurangan aset lain-lain;
k. daftar (egiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan

dan dittnggarkan kembali dalam tahun anggaran yang direncanakan;
1. daftar :pana Cadangan; dan
m. daftar Pinjaman Daerah.

Perda tentang APBD dan dokumen
SKPD yang telab disempurnakan oleh

(I) PPKD menyusun Rancangan
pendukungl berdasarkan RKA
kepala SKPy.

Pasal98
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(3) Dalam hal DPRDdan Bupati tidak menyetujui bersama Rancangan Perda
tentang APBDdalam 1 (satu) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran
setiap tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1),maka dikenai sanksi
administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Dalam hal keterlambatan penetapan APBD karena Bupati terlambat
menyampaikan Rancangan Perda tentang APBDkepada DPRDdari jadwal
sebagaimaria dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1), sanksi sebagaimana
dimaksud pada ayat (3)tidak dapat dikenakan kepada anggota DPRD.

(2) Berdasarkan persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Bupati menyiapkan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran
APBD.

(1) Bupati d~ DPRDwajib menyetujui bersama Rancangan Perda tentang
APBDpaling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran
setiap tahun.

Pasal102

BagianKedua
Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah tentang AnggaranPendapatan dan

Belanja Daerah

(1) Pembahasan Rancangan Perda tentang APBDdilaksanakan oleh Bupati
dan DPRDIsetelahBupati menyampaikan Rancangan Perda tentang APBD
beserta pepjelasan dan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan
peraturan rerundang-undangan.

(2) Pembahasan Rancangan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud
pada ayat 1)berpedoman pada RKPD,KUA,dan PPAS.

(1) Bupati wajib mengajukan Rancangan Perda tentang APBD disertai
penjelasan dan dokumen pendukungnya kepada DPRDpaling lambat 60
(enampuluh] hari sebelum 1 (satu) bulan tahun anggaran berakhir untuk
memperolet persetujuan bersama antara Bupati dan DPRD.

(2) Dalam hal Bupati tidak mengajukan Rancangan Perda tentang APBD
sebagaimar~adimaksud pada ayat (1),maka dikenai sanksi administratif
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

I
Pasal 101

Pasal 100

IJ BABV
PENETA,ANANGGARANPENDAPATANDANBELANJADAERAH

BagianKesatu
Penyampaian 1an Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang

Anggaran Pendapatan dan BelanjaDaerah
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(1) Rancanga~l Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103
ayat (2)x: ditetapkan menjadi Peraturan Bupati setelah memperoleh
pengeSahT- dari Gubemur.

(2) Untuk memperoleh pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Rancangan Peraturan Bupati tentang APBD beserta lampirannya
disampaikan paling 1ambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak DPRD
tidak mengambil keputusan bersama dengan Bupati terhadap Rancangan

__----~~~~~f~gAPBD.

Pasal105

p.
o.
n.

J.
k.
1.

1.

g.
h.

negara;
daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
daftar piutang Daerah;
daftar penyertaan modal Daerah dan investasi Daerah lainnya;
daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap Daerah;
daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lain-lain;
daftar kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan
dianggarkfn kembali dalam tahun anggaran ini;

m. daftar DaIJa Cadangan;
daftar Pinjaman Daerah;
daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran hibah; dan
daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan sosial.

Rancangan Pe aturan Bupati tentang APBD sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 103 ayat (2)memuat lampiran yang terdiri atas:
a. ringkasan ~PBD;
b. ringkasan enjabaran APBDsampai dengan rincian obyek;
c. ringkasan PBDmenurut urusan pemerintahan Daerah dan organisasi;
d. rincian AJ BD menurut urusan pemerintahan Daerah, organisasi,

Program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek, rincian obyek pendapatan,
belanja, dop: pembiayaan;

e. rekapitulari dan kesesuaian belanja menu rut Urusan Pemerintahan
Daerah, organisasi, Program, dan kegiatan;

f. rekapitula~i Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan Urusan
Pemerintahan Daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan

Pasal104

(3)

(2)

Pasall03

Dalam h~ Bupati dan DPRD tidak mengambil persetujuan bersama
dalam w8fktu 60 (enam puluh) hari sejak disampaikan Rancangan Perda
tentang~PBD oleh Bupati kepada DPRD, Bupati menyusun Rancangan
Peratur Bupati tentang APBDpaling tinggi sebesar angka APBD tahun
anggaran sebelumnya.

Rancang~n Peraturan Bupati tentang APBD sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) d~prioritaskan untuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja
yang bersifat wajib.

Angka A~BD tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) d~pat dilampaui apabila terdapat:
a. kebij an Pemerintah Pusat yang mengakibatkan tambahan

pemb ebanan pada APBD;dan Iatau
b. kead8jan darurat termasuk keperluan mendesak sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1)
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(5) Keputusam pimpinan DPRD sebagairnana dimaksud pada ayat (2)
diaampaikan kepada Gubemur paling lambat 3 (tiga) hari setelah
keputusan tersebut ditetapkan.

(4) Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilaporkan pada sidang paripurna berikutnya.

(3) Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dijadikan aasar penetapan Perda tentang APBD.

(2) Hasil penyernpurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
dengan keputusan pimpinan DPRD.

(1) Dalam haf hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (1)
tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
kepentingan umum, RKPD,KUA,PPASdan RPJMD, Bupati melakukan
Penyempumaan melalui TAPD bersama dengan DPRD melalui badan
anggaran.

Pasal 108

(2) Rancang Perda tentang APBDdan Rancangan Peraturan Bupati tentang
Penjabaran APBDsebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan
RKPD,KUA,dan PPASyang disepakati antara Bupati dan DPRD.

I Bagian Ketiga
Evaluasi Ra~cangan Peraturan Daerah tentang AnggaranPendapatan dan
Belanja Daerah dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Rancangan

Anggarandan Pendapatan Belanja Daerah

J Pasal107

(1) Rancang Perda tentang APBD yang telah disetujui bersama dan
Rancang~ Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD disampaikan
kepada G I bemur paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal persetujuan
Rancang Perda tentang APBD untuk dievaluasi sebelum ditetapkan
oleh Bupa i.

(1) Dalam ~~ penetapan APBD mengalami keterlarnbatan, Bupati
melaks~~an pengeluaran setiap bulan paling tinggi sebesar
seperduabelas jumlah pengeluaran APBDtahun anggaran sebelumnya.

(2) pengeluar1n setiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibatasi
hanya untuk mendanai keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal106

-43-

(3) Apabila alam batas waktu 30 (tiga puluh) hari Gubemur tidak
mengesah (an Rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Bupati menetapkan Rancangan Peraturan Bupati menjadi
Peraturan Bupati.



(3) Kebenaran material sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan
kebenaran atas penggunaan anggaran dan Hasil yang dicapai atas Beban
APBDses~ai dengan kewenangan Pejabat yang bersangkutan.

(2) Pejabat yang menandatangani dan/ atau mengesahkan dokumen yang
berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan atau
pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap
kebenaran!material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti
dimaksud.

(1) PA/KPA, Bendahara Penerimaan/Bendahara Pengeluaran, dan orang atau
badan yang menerima atau menguasai uang/kekayaan Daerah wajib
menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 111

(2) Dalam hal Penerimaan dan Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) sesuai peraturan perundang-undangan tidak dilakukan
melalui Rekening Kas Umum Daerah, BUD melakukan pencatatan dan
pengesahan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah tersebut.

(1) Semua Pexrimaan dan Pengeluaran Daerah dianggarkan dalaru APBD
dan dilakUran melalui Rekening Kas Umum Daerah yang dikelola oleb
BUD.

I

Pasal 110

Bagian Kesatu
Umum

BABVI
PELAKSANAANDANPENATAUSAHAAN

(4) Dalam hal Bupati berhalangan, pejabat yang berwenang menetapkan
Perda tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.

(1) Rancanganlerda tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati ten tang
Penjabaran APBD yang telah dievaluasi ditetapkan oleh Bupati menjadi
Perda tenta ~gAPBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.

(2) Penetapan Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Peraturan
Bupati tent~g Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan p\aling lambat tanggal 31 Desember tahun sebelumnya.

(3) Bupati menyampaikan Perda tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang
Penjabaran IAPBDkepada Gubernur paling lambat 7 (tujub) hari setelah
Perda dan Peraturan Bupati ditetapkan.

Pasal109
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Bagian Ketiga
Penetapan perrturan Daerah tentang APBDdan Peraturan Bupati tentang

Penjabaran APBD



(1) Dalam rangka pengelolaan uang Daerah, PPKD selaku BUDmembuka
RekeningKasUmumDaerah pada bank umum yang sehat.

(2) Bank um~m sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati
sesuai der_ganketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Penetapah bank umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimuat
dalam peranjian antara BUDdengan bank umum yang bersangkutan.

Pasal116

BagianKedua
Pelaksanaan dan Penatausahaan KasUmumDaerah

f. Bendahara Penerilnaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran
Pembantu; dan

g. pejabat lainnya dalam rangka pelaksanaan APBD.

(2) Keputusan Bupati tentang penetapan pejabat sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan sebelum dimulainya tahun anggaran yang
berkenaan·

(1) Untuk pelmsanaan APBD,Bupati menetapkan:
a. pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPD;
b. pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPM;
c. pejabat yang diberi wewenang mengesahkan surat pertanggung-

jawaban;
d. pejabat yang diberi wewenang menandatangani SP2D;
e. Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;

Pasal 115

(3) Bupati danJ Perangkat Daerah dilarang melakukan pengeluaran atas
Beban APBIf untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD.

Pasal 114

(1) Setiap pejab[t dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran
atas Beban APBD apabila anggaran untuk membiayai pengeluaran
tersebut tid~ tersedia atau tidak cukup tersedia.

(2) Setiap peng luaran atas Beban APBDdidasarkan atas DPAdan SPD atau
dokumen lai yang dipersamakan dengan SPD.

Penerim~an Perapgkat Daerah yang merupakan Penerimaan Daerah tidak
dapat dipergunakan langsung untuk pengeluaran, kecuali ditentukan lain
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal113

Bupati dan Perangkat Daerah dilarang melakukan pungutan selain dari yang
diatur dalam Perda, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan
peraturan perundrng-undangan.

Pasal 112
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Pasal 121

(1) Dalam ra~gka manajemen kas, Pemerintah Daerah dapat mendepositokan
danl atau melakukan investasi jangka pendek atas uang milik Daerah
yang sementara belum digunakan sepanjang tidak mengganggulikuiditas
KeuangarrDaerah, tugas Daerah, dan kualitas pelayanan publik.

Biaya yang tir ibul sehubungan dengan pelayanan yang diberikan oleh bank
didasarkan pada ketentuan yang berlaku pada bank yang bersangkutan dan
sesuai dengan!ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 120

Pemerintah D[rah berhak memperoleh bunga, jasa giro, dan/atau imbalan
lainnya atas d na yang disimpan pada bank berdasarkan tingkat suku bunga
dan Zatau jas I giro yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undensan.

Pasa1119

(2) Bupati dapat memberikan izin kepada kepala SKPD untuk membuka
rekening pengeluaran melalui BUD yang ditetapkan oleh Bupati pada
bank urnurn untuk menampung UP.

(1) Bupati dapat memberi izin kepada kepala SKPDuntuk membuka rekening
penerimaar\melaluiBUDyang ditetapkan oleh Bupati pada bank umum.

(6) Pemindahb'jlkuan dana dari rekening penerimaan danjatau rekening
pengeluaran pada bank umum ke RekeningKasUmumDaerah dilakukan
atas perinT BUD.

Pasa1118

(5) Rekeningpengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dioperasikan
sebagai rektning yang menampung pagu dana untuk membiayai kegiatan
Pemerintah Daerah sesuai rencana pengeluaran, yang besarannya
ditetapkan engan Peraturan Bupati.

(1) Dalam pelakjsanaan operasional Penerimaan Daerah dan Pengeluaran
Daerah, BUP dapat membuka rekening penerimaan dan rekening
pengeluaran rada bank yang ditetapkan oleh Bupati.

(2) Rekening peferimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan
untuk men"T pung Penerimaan Daerah setiap hari.

(3) Rekeningpe~lerimaansebagaimana dimaksud pada ayat (1) dioperasikan
sebagai re\{ening bersaldo nihil yang seluruh penerimaannya
dipindahbu~'ukan ke Rekening Kas Umum Daerah paling sedikit sekali
sehari pada rkhir hari.

(4) Dalam hal kewajiban pemindahbukuan sebagaimana dimaksud ayat (3)
secara teknT belum dapat dilakukan setiap hari, pemindahbukuan dapat
dilakukan sjcara berkala yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Pasal 117
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(1) PPKOseiaku BUD menyusun Anggaran Kas Pemerintah Daerah untuk
mengatut ketersediaan dana dalam mendanai pengeluaran sesuai dengan

OPi~ tKA~a fenarikan dana yang tercantum dalam OPASKPD.
...., HUK M I

Pasal 124

Bagian Keempat
AnggaranKas dan SPO

(5) DPASKPDyang telah disahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)dan
ayat (4)disampaikan kepala SKPDyang bersangkutan dan kepada satuan
kerja yang secara fungsional melakukan pengawasan Daerah paling
lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal disahkan.

(6) DPAsKPt sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) digunakan
sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh kepala SKPDselaku PA.

(4) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
sesuai dengan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD, perangkat
daerah rnelakukan penyempurnaan rancangan DPA SKPD untuk
disahkan oleh PPKDdengan persetujuan Sekretaris Daerah.

I

(2) Verifikasiatas rancangan DPASKPDsebagaimana dimaksud pada ayat (I)
diselesaikag paling lambat 15 (lima belas) hari sejak ditetapkannya
Peraturan rupati tentang Penjabaran APED.

(3) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPKD
mengesah~an rancangan DPA SKPD setelah mendapatkan persetujuan
Sekretaris Daerah.

(2) Rancangan IDPASKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat
Sasaran yang hendak dicapai, fungsi, Program, Kegiatan, anggaran yang
disediakan ~ntuk mencapai Sasaran tersebut, rencana penerimaan dana,
dan rencana penarikan dana setiap satuan kerja serta pendapatan yang
diperkirak~.

(3) Kepala SKFjDmenyerahkan rancengan DPA SKPDyang telah disusun
kepada PP~D paling lambat 6 (enam) hari setelah pemberitahuan
sebagaiml dimaksud pada ayat (1)disampaikan.

Pasal123

(1) TAPDmela cukan verifikasi rancangan DPASKPDbersama dengan kepala
SKPDyang bersangkutan.

Pasal122

(1) PPKD me~eritahUkan kepada kepala SKPD agar menyusun dan
menyampai~an rancangan DPASKPDpaling lambat 3 (tiga) hari setelah
Peraturan Bppati tentang Penjabaran APBDditetapkan.

Bagian Ketiga
Penyiapan Dokumen Pelaksanaan AnggaranPerangkat Daerah

(2) Deposito=atau investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud ayat
(1) harus di etor ke Rekening Kas Umum Daerah paling lambat per 31
Desember.
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Pasal 129

(1) Bendahara Penerimaan pada SKPDwajib menyelenggarakan pembukuan
terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang

I .!.!!'eniad~tanggung jawabnya.
KAB G ~
HU M

(3) Bendahara Penerirnaan dilarang menyirnpan uang, cek, atau surat
berharga yang dalam penguasaannya:
a. lebihldari 1 (satu) Hari; dan Iatau
b. atas nama pribadi.

(2) Penyetoran sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) dianggap sah setelah
Kuasa BUD menerima nota kredit atau dokumen lain yang dipersamakan.

I

(1) Penyetoran penerimaan pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
127 ayat (4) dilakukan secara tunai dan/atau non tunai,

Pasal 128

(4) Penyetoran penerimaan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menggunal.kan surat tanda setoran.

(3) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat meliputi dokumen

elektronik.

Pasa1127

(1) Bendahar~ Penerimaan wajib menyetor seluruh penerimaannya ke
Rekening Kas Umum Daerah paling lambat dalam waktu 1 [satu] Hari.

(2) Setiap peJerimaan harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah atas

setoran. I

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan penyusunan Anggaran
Kas dan SPD sfbagaimana dimaksud dalam Pasal 124 dan Pasal 125 diatur
dalam Peratura\1. Bupati.

Bagian Kelima
Pelaksanaan dan Penatausahaan Pendapatan Daerah

(1) Dalam rangka manajemen kas, PPKD menerbitkan SPD dengan
mempertimbangkan:
a. Anggarah Kas Pemerintah Daerah;
b. ketersedfaan dana di Kas Umum Daerah; dan
c. penjadw1alan pembayaran pelaksanaan anggaran yang tercantum

dalam 9PA SKPD.

(2) SPD sebag~mana dimaksud pada ayat (1) disiapkan oleh Kuasa BUD
untuk ditandatangani oleh PPKD.

Pasal 126

Pasal125

(2) Anggaran ~s sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat perkiraan
arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas
keluar yang digunakan untuk mendanai Pengeluaran Daerah dalam

setiap periode.
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(2) PengajuF. SPP kepada KPAberdasarkan pertimbangan besaran SKPD
dan lokasi, disampaikan Bendahara Pengeluaran pembantu melalui PPK
Unit S~D berdasarkan SPD atau dokumen lain yang dipersamakan
dengan ,PD.

(3) Pengajuan SPP kepada KPA berdasarkan pertimbangan besaran
anggaran Kegiatan SKPD, disampaikan Bendahara Pengeluaran
pernbarrtu melalui PPKPDberdasarkan SPD atau dokurnen lain yang
dipersamakan dengan SPD.

(1) Bendahara Pengeluaran mengajukan SPP kepada PAmelalui PPKSKPD
berdasa_rkanSPDatau dOkumenlain yang dipersamakan dengan SPD.

Pasal132

(2) Pengeluaran kas yang mengakibatkan Beban APBD tidak dapat
dilakuka~'l sebelum Rancangan Perda tentang APBD ditetapkan dan
diundan1kandalam LernbaranDaerah.

(3) Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk
pengelu~ran keadaan darurat dan Iatau keperluan mendesak sesuai
ketentuap peraturan perundang-undangan.

(1) Setiap Pfngeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan sah
rnengena hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.

Pasal131

(3) Pengembalan atas kelebihan Penerimaan Daerah yang sifatnya tidak
berulang fang terjadi pada tahun sebelumnya dilakukan dengan
membebatf-an pada rekening belanja tidak terduga.

Bagian Keenam
telaksanaan dan Penatausahaan Belanja Daerah

(2) Pengembal' n atas kelebihan Penerirnaan Daerah yang sifatnya tidak
berulang ang terjadi dalam tahun yang sarna dilakukan dengan
membeban pada rekening penerimaan yang bersangkutan.

(1) Pengembalian atas kelebihan Penerimaan Daerah yang sifatnya berulang
dan terjadi ada tahun yang sama maupun tahun sebelumnya dilakukan
dengan me bebankan pada rekening penerimaan yang bersangkutan.

Pasal130

(4) PPKD melakukan verifikasi, evaluasi, dan analisis atas laporan
pertanggungjawaban penerirnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dalam rangka rekonsiliasi penerimaan.

(3) Bendahara Penerimaan pada SKPD wajib rnenyarnpaikan laporan
pertanggun .awaban penerimaan kepada PPKDpaling lambat tanggal 10
bulan berikt tnya.

(2) Bendahara IPenerirnaan pada SKPD wajib rnenyampaikan laporan
pertanggungjawaban penerimaan kepada PA melalui PPK SKPD paling
lambat tan al 5 bulan berikutnya.
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(1) Penerbits dan pengajuan dokumen SPP LS dilakukan oleh Bendahara
Pengelu an untuk pembayaran:
a. gaji an tunjangan;

r----....-.Q.,...~a a pihak ketiga atas pengadaan barang dan jasa; dan
KAB G
HUI{ M

Pasal 135

(5) Pengajuan SPPTUsebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilampiri dengan
daftar rincian rencaria penggunaan dana.

(4) Ketentuan batas waktu penyetoran sisa TUsebagaimana dimaksud pada
ayat (3)dikecualikan untuk:
a. Kegiatanyang pelaksanaannya melebihi 1 (satu) bulan; dan/atau
b. Kegiatan yang mengalami perubahan jadwal dari yang telah

ditetapkan sebelumnya akibat peristiwa di luar kendali PA/KPA.

(3) Dalam hal sisa TU tidak habis digunakan dalam 1 (satu) bulan, sisa TU
disetor ke RekeningKasUmumDaerah.

(1) Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Pengeluaran pembantu
mengajukan SPP TV untuk melaksanakan Kegiatan yang bersifat
mendesak dan tidak dapat menggunakan SPPLSdan ZatauSPPUP/GU.

(2) Batas jurnlah pengajuan SPPTUharus mendapat persetujuan dari PPKD
dengan memperhatikan rincian kebutuhan dan waktu penggunaannya
ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 134

(5)

(4)

(3)

(2)

Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP UP dilakukan oleh Bendahara
pengeluaral dalam rangka pengisian UP.

penerbitantan pengajuan dokumen SPP GU dilakukan oleh Bendahara
Pengeluar I, dalam rangka mengganti UP.

Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran UP dan GU sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan
Bupati.

pengajuanlSPPUPsebagaimana dimaksud pada ayat (1)diajukan dengan
melampir~an Keputusan Bupati tentang Besaran UP sebagaimana
dimaksud pada ayat (3).

pengajuan! SPP GU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri
dengan dokumen asli pertanggungjawaban penggunaan UP.

(1)

Pasal133

(5) SPPsebagaimana dimaksud pada ayat (2)dan ayat (3)terdiri atas:
a. SPPTU' dan
b. SPPLS

(4) SPPsebag~ana dimaksud pada ayat (1)terdiri atas:
a. SPPUP1
b. SPPQUI;
c. SPPTU dan
d. SPPLS.
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(4) PA/KPAmengembalikandokumcn SPPLSdalam hal hasil verifikasitidak
memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat 1
(satu) hari terhitung sejak diterimanya SPP.

(1) Berdasarkan SPP LS yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran/
Bendahana Pengeluaran pembantu sebagaimana dimaksud dalam Pasal
135ayat (1), PPKPD/PPKUnit SKPDmelakukan verifikasiatas:
a. keb~·aran material surat bukti mengenai hak pihak penagih;
b. kele gkapan dokumen yang menjadi persyaratan/sehubungan

den an ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa; dan
c. ketersediaan dana yang bersangkutan.

(2) Berdasarf<:anhasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
PA/KPA memerintahkan pembayaran atas Beban APBD melalui
penerbitan SPMLSkepada Kuasa BUD.

I
(3) Dalam hal hasil verifikasi tidak memenuhi syarat, PA/KPA tidak

menerbitkan SPMLS.

Pasal 138

Berdasal'an pengajuan SPPTUsebagaimana dimaksud dalam Pasal134
ayat (1), /KPAmengajukan permintaan TUkepada Kuasa BUDdengan
menerbi an SPMTU.

(3)

BerdaSar$n pengajuan SPPGUsebagaimana dimaksud dalam Pasal 133
ayat (2), A mengajukan penggantian UP yang telah digunakan kepada
Kuasa BU dengan menerbitkan SPMGU.

(2)

Berdasarkan pengajuan SPPUPsebagaimana dimaksud dalam Pasal 133
ayat (1), fA mengajukan permintaan UP kepada Kuasa BUD dengan
menerbitkan SPMUP.

( 1)

Pasal137

SPP LS dilampiri dengan kelengkapan persyaratan yang
sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(2) Pengaju
ditetapk

Pasal136

(1) Pengajuan' dokumen SPP LS untuk pembayaran pengadaan barang dan
jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (1) huruf b oleh
Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu, dilakukan
paling laIDrbat3 (tiga) hari sejak diterimanya tagihan dari pihak ketiga
melalui PPTK.

c. kepadJ pihak ketiga lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
peruntg-Undangan.

(2) Pengajuan dokumen SPP LS untuk pembayaran pengadaan barang dan
jasa sebag~imana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat juga dilakukan
oleh Bendflhara Pengeluaran pembantu dalam hal PA melimpahkan
sebagian kfwenangannya kepada KPA.
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PA/KPA dilar~g menerbitkan SPM yang membebani tahun anggaran yang
berkenaan setflah tahun anggaran berakhir.

Pasal142

Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran pembantu sebagai wajib
pungut Pajak renghasilan (PPh)dan pajak lainnya wajib menyetorkan seluruh
penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke Rekening Kas Umum
Negara.

Pasal 141

Bendahata Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran pembantu bertanggung
jawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakannya.

(3)

Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran pembantu wajib
menolak melakukan pembayaran dari PA/KPA apabila persyaratan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi.

(2)

Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran pembantu
melaksanakan pembayaran setelah:
a. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran yang diterbitkan oleh

PA/KFAbeserta bukti transaksinya;
b. menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam

dokumen pembayarnn; dan
c. menguji ketersediaan dana yang bersangkutan.

(1)

(5)

Kuasa BUr: tidak menerbitkan SP2Dyang diajukan PA/KPAapabila:
a. tidak dilengkapi Surat Pen1yataan Tanggung Jawab PA/KPA;

dan/a1au
b. penge~uaran tersebut melampaui pagu.

Kuasa B'\JD mengembalikan dokumen SPM dalam hal ketentuan
sebagairntna dirnaksud pada ayal (4) paling lambat 1 (satu) hari
terhitung rejak diterimanya SPM.

I Pasa! 140

(4)

Dalam rangka penerbitan SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
Kuasa BUP berkewajiban untuk:
a. meneliti kelengkapan SPMyang diterbitkan oleh PA/KPAberupa

Surat fernyataan Tanggung Jawab PA/KPA;
b. men3'i kebenaran perhitungan tagihan atas Beban APBD yang

tercan urn dalam perintah pembayaran;
c. men iiketersediaan dana Kegiatan yang bersangkutan; dan
d. meme -intahkan pencairan dana sebagai dasar Pengeluaran Daerah.

Kuasa BU,Dmenerbitkan SP2D berdasarkan SPM yang diterima dan
PA/KPA~g ditujukan kepada bank operasional mitra kerjanya.

Penerbi SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 2
(dua) hari ejak SPMditerima.

Pasal 139
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(3) Dalam Eal penerimaan dan pengeluaran Pembiayaan Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai ketentuan Peraturan
perundaI-undangan tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum
Daerah, UD melakukan pencatatan dan pengesahan penerimaan dan
pengelua an PembiayaanDaerah tersebut.

I
I Pasal 145

Keadaanyang menyebabkan SiLPAtahun sebelumnyadigunakan dalam tahun
anggaran berjalan untuk:
a. menutupi defisit anggaran;
b. mendanai kewajiban Pemerintah Daerah yang belum tersedia

ariggar'aririya;
c. membaytr bunga dan pokok Utang danj atau obligasi Daerah yang

melamp,ui .anggaranyang tersedia mendahului perubahan APBD;
d. melunast kewajibanbunga dan pokokUtang;
e. mendanai kenaikan gaji dan tunjangan pegawai ASN akibat adanya

kebijakan Pemerintah;
f. mendanai Program dan Kegiatan yang belum tersedia anggarannya;

KA tay
HUK M

Penerimaan dan pengeluaran Pembiayaan Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (I) dilakukan melaluiRekeningKasUmumDaerah.

(2)

{I} Pelaksanaan dan penatausahaan penerimaan dan pengeluaran
PembiayaanDaerah dilakukan olehkepala SKPKD.

Pasal144

Untuk te~tib laporan pertanggungjawaban pada akhir tahun anggaran,
pertanggungjawaban pengeluaran dana bulan Desember disampaikan
paling l~bat tanggal 31 Desember.

j BagianKetujuh
Pe aksanaan dan Penatausahaan PembiayaanDaerah

(5)

penyampa~.anpertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran/Bendahara
Pengeluart pembantu secara fungsional sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dilaksanakan setelah diterbitkan surat pengesahan
pertanggu gjawabanpengeluaran olehPA/KPA. .

(4)

Bendahara Pengeluaran secara adrniniatratif wajib mempertanggung­
jawabkan penggunaan UP/GU/TU/LS kepada PA melalui PPK SKPD
paling lamfat tanggall0 bulan berikutnya.

Bendahar1Pengeluaran/BendaharaPengeluaran pembantu pada SKPD
wajib mer pertanggungjawabkan secara fungsional atas pengelolaan
uang yan menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan laporan
pertanggufgjawaban pengeluaran kepada PPKD selaku BUD paling
lambat t,ggall0 bulan berikutnya.

Ketentuan batas waktu penerbitan surat pengesahan laporan
pertanggungjawaban pengeluaran dan sanksi keterlambatan
penyamPjan laporan pertanggungjawaban ditetapkan dalam Peraturan
Bupati.

(3)

Pasal143
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Dalam rangka pelaksanaan pengeluaran pembiayaan, Kuasa BUD
berkewajiban l)lntuk:
a. meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh kepala

SKPKD;
b. menguji kebenaran perhitungan pengeluaran Pembiayaan yang tercantum

dalam perihtah pembayaran;
c. menguji ketersediaan dana yang bersangkutan; dan
d. menolak pencairan dana, apabila perintah pembayaran atas pengeluaran

Pembiayaan tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

Pasal148

(3)

Alokasi~ggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dipindahbukukan
dari Rekering KasUmUInDaerah ke rekeningDana Cadangan.

Pemind~bukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan
dengan surat perintah BUD/Kuasa BUDatas persetujuan PPKD.

(2)

pengalOk~ian anggaran untuk pembentukan Dana Cadangan dalam
tahun an aran yang berkenaan sesuai dengan jumlah yang ditetapkan
dalam Pe da tentang Pembentukan Dana Cadangan.

(1)

Pasal147

pemindahf'ukuan dari rekening Dana Cadangan ke RekeningKas Umum
Daerah s bagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan surat
perintah pemindahbukuan oleh BUD/Kuasa BUD atas persetujuan
PPKD.

(4)

ukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling tinggi
pagu Dana Cadangan yang akan digunakan sesuai
nya pada tahun anggaran yang berkenaan sesuai dengan
pkan dengan Perda tentang pembentukan Dana Cadangan.

Pemindah
sejumlah
peruntuk
yang ditet

(3)

Pemindahbukuan dari rekening Dana Cadangan ke RekeningKas Umum
Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah jumlah
Dana Cadangan yang ditetapkan berdasarkan Perda tentang
pembentu an Dana Cadangan yang bersangkutan mencukupi.

(2)

Pemindah?ukuan dari rekening Dana Cadangan ke RekeningKas Umum
Daerah dilakukan berdasarkan rencana penggunaan Dana Cadangan
sesuai peruntukannya.

mendanru~Kegiatanyang capaian Sasaran Kinerjanya ditingkatkan dari
yang tel ditetapkan dalam DPASKPDtahun anggaran berjalan, yang
dapat dise esaikan sampai dengan batas akhir penyelesaian pembayaran
dalam tahin anggaran berjalan.

Pasal146
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(1) PerkembFgan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA sebagaimana
dimaks~dalam Pasal 151 ayat (2)huruf a dapat berupa terjadinya:
a. pel pauan atau tidak tercapainya proyeksi Pendapatan Daerah;
-(3'

M

Pasal152

Bagian Ketiga
Perubaha KebijakanUmumAPBDdan Prioritas dan PlafonAnggaran

Sementara Perubahan

Perubah~n APBDsebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan
apabila terjadi:
a. perktmbangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran

antar organisasi, antar unit organisasi, antar Program, antar
Kegiatan, dan antar jenis belanja;

c. keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya
han!is digunakan dalam tahun anggaran berjalan;

d. keadaan darurat; danJatau
e. kead1aanluar biasa.

(2)

Laporan realisasi semester pertama APBDsebagaimana dimaksud dalam
Pasal 150 menjadi dasar perubahan APBD.

(1)

Pasal 151

Bagian Kedua
Dasar Perubahan APBD

(1) Pemerint:r Daerah menyusun laporan realisasi semester pertama APBD
dan proglosiS untuk 6 (enam)bulan berikutnya.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada
DPRDpaling lambat pada akhir bulan Juli tahun anggaran berkenaan.

Pasal150

(2) Pengelolara BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
sesuai de..Tganketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB Vll
LAPORANREtISASI SEMESTERPERTAMAAPBDDANPERUBAHANAPBD

Bagian Kesatu
Laporan Realisasi Semester Pertama APBD

(1) Pengelolaan BMD adalah keseluruhan Kegiatan yang meliputi
perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan,
pemanfa3aan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian,
peroindah anganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan
pembina '1., pengawasan dan pengendalian.

Pasal149

Bagian Kedelapan
Pengelolaan Barang Milik Daerah
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(6)

(5)

(4)

(3)

(2)

Pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar
Program, antar Kegiatan, dan antar jenis belanja sebagaimana dimaksud
dalam Pa~al153 dilakukan melalui perubahan Perda tentang APBD.

(1)

Pasal154

Pergeseran aI~aran dapat dilakukan antar organisasi, antar unit organisasi,
antar Program antar Kegiatan, dan antar jenis belanja, antar obyek belanja,
darr/atau ant rincian obyek belanja.

Pasal153

Bagian Keempat
Pergeseran Anggaran

Dalam rancangan Perubahan PPASsebagaimana dimaksud pada ayat
(2) diserta~enjelasan:
a. Progr dan Kegiatan yang dapat diusulkan untuk ditampung

dala perubahan APBD dengan mempertimbangkan sisa waktu
pelaksanaan APBDtahun anggaran berjalan;

b. capaian sasaran kinerja Program dan Kegiatan yang harus dikurangi
dalaty perubahan APBDapabila asumsi KUAtidak tercapai; dan

c. capair.n sasaran kinerja Program dan Kegiatan yang harus
ditin1$katkan dalam perubahan APBD apabila melampaui asumsi
KUA.

b. pelampauan atau tidak terealisasinya alokasi Belanja Daerah;
danj'atau

c. perubrhan sumber dan penggunaan Pembiayaan Daerah.

Bupati memformulasikan perkembangan yang tidak sesuai dengan
asumsi Kl(Asebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam rancangan
perubahart KUAserta perubahan PPASberdasarkan perubahan RKPD.

Dalam r8jcangan perubahan KUAsebagaimana dimaksud pada ayat (2)
disertai o~enjelasan mengenai perbedaan asumsi dengan KUA yang
ditetapk........j sebelumnya.
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(4)

(3)

(2)

Pergeseran anggaran antar obyek belanja, danZatau antar rincian obyek
belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 dilakukan melalui
perubahf Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.

Pergeseran antar obyek belanja dalam jenis belanja dan antar rincian
obyek be~anja dalam obyek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan oleh Bupati.

pergeserJ.n anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
diformul~sikan dalam Perubahan DPASKPD.

I
Perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) selanjutnya dianggarkan dalam Rancangan Perda
tentang IPerubahan APBD atau ditampung dalam laporan realisasi
anggaran.

perUbah¥l Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD sebagaimana
dimaksu pada ayat (5) ditampung dalam laporan realisasi anggaran

r--__ --.-.:.::a~a~il,.,...;
KASAG I
HIJK M



(1) Dalam hal keadaan luar biasa yang menyebabkan estimasi penerimaan
dalam APBDmengalami kenaikan lebih dari 500/0(lima puluh perseratus)
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 ayat (2) dapat dilakukan
penambahan Kegiatan baru dan Iatau peningkatan capaian Sasaran
KinerjaProgramdan Kegiatandalam tahun anggaran berkenaan.

i-=---T"'---

Pasal 158

(3) Ketentua,n mengenai perubahan APSD akibat keadaan luar biasa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati
sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(2) Keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
keadaan iYang menyebabkan estimasi penerimaan darr/ atau pengeluaran
dalam AWBDmengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 500/0
(limapuluh perseratus).

(1) Perubahan APBDhanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu)
tahun apggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 151 ayat (2)huruf e.

Pasal157

(1) Pemerintah Daerah mengusulkan pengeluaran untuk mendanai keadaan
darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud dalam
Pasa165 tat (1)dalam rancangan perubahan APBD.

Dalam hail pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat sebagaimana
dirnaksudl pada ayat (1) dilakukan setelah perubahan APBDatau dalam
hal Pemerintah Daerah tidak melakukan perubahan APBD maka
pengelUarr tersebut disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.

Bagian Ketujuh
Pendanaan Keadaan Luar Biasa

(2)

Pasal 156

Bagian Keenam
Pendanaan Keadaan Darurat

Penggunaan S~LPA tahun sebelumnya untuk pendanaan pengeluaran
sebagaimana d maksud dalam Pasal 151 ayat (2) huruf c diformulasikan
terlebih dahulu dalam Perubahan DPASKPDdarr/atau RKASKPD.

Pasal155

Bagian Kelima
Penggunaan SiLPATahun Sebelumnya dalam Perubahan APBD

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pergeseran anggaran diatur
dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.1

tidak melakukan perubahan APBD;atau
pergeseran dilakukan setelah ditetapkannya Perda tentang
Perubahan APBD.

a.
b.
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Ketentuan mlgenai tata cara penyusunan RKASKPDsebagaimana dimaksud
dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 96 berlaku secara mutatis mutandis
terhadap pen usunan RKASKPDpada perubahan APBD.

Pasal162

(2) RKASKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada
PPKDsebagai bahan penyusunan Rancangan Perda tentang Perubahan
APBD.

(1) Kepala SKPD menyusun RKASKPD berdasarkan perubahan KUAdan
perubahan PPASsebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 ayat (2).

Pasal161

(2) Perubahan KUAdan perubahan PPASsebagaimana dimaksud pada ayat
(1)disamprikan kepada Perangkat Daerah disertai dengan:
a. Progr~ dan Kegiatan baru;
b. kriterit DPASKPDyang dapat diubah;
c. batas vaktu penyampaian RKASKPDkepada PPKD;danjatau
d. dOku~en sebagai lampiran meliputi kode rekening perubahan APBD,

Iormat RKASKPD,analisis standar belanja, standar harga satuan dan
peren anaan kebutuhan BMDserta dokumen lain yang dibutuhkan.

(3) Penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling
lambat minggu ketiga bulan Agustus tahun anggaran berkenaan.

(1) Perubahan KUA dan perubahan PPAS yang telah disepakati Bupati
bersama gPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 ayat (2)menjadi
pedoman HerangkatDaerah dalam menyusun RKASKPD.

Pasal160

Rancang perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS
sebagaima a dimaksud pada ayat (1) dibahas bersama dan disepakati
menjadi p rubahan KUA dan perubahan PPAS paling lambat minggu
kedua bul n Agustus dalam tahun anggaran yang berkenaan.

(2)

Rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 ayat (2) disampaikan kepada
DPRD paling lambat minggu pertama bulan Agustus dalam tahun
anggaran yang berkenaan.

(1)

Pasal159

Bagian Kedelapan
Penyusunan Perubahan APBD

(2) Dalam hal ikeadaan luar biasa yang menyebabkan estimasi penerimaan
dalam APffiD mengalami penurunan lebih dari 50% (lima puluh
perseratus) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 ayat (2) dapat
dilakukan penjadwalan ulang danj atau pengurangan capaian Sasaran
Kinerja Program dan Kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berkenaan.
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(1) PPKD menyusun Rancangan Perda tentang Perubahan APBD dan
dokumen bendukung berdasarkan RKASKPDdan perubahan DPASKPD
yang telaldisempurnakan oleh kepala SKPD.

(2) Rancang Perda tentang Perubahan APBDsebagaimana dimaksud pada
ayat (1)mfmuat lampiran paling sedikit terdiri atas:
a. ringka,san APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis

pendapatan, belanja, dan Pembiayaan;
b. ringkasan APBD menurut urusan pemerintahan Daerah dan

organisasi;
c. rinciar APBD rnenurut urusan pemerintahan Daerah, organisasi,

Progr~m, Kegiatan, kelompok, jenis pendapatan, belanja, dan
pembiayaan;

d. rekapitulasi Belanja Daerah dan kesesuaian menurut urusan
PemetfintahanDaerah, organisasi, Program, dan Kegiatan;

e. rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan
urusap Pemerintahan Daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan

____ keuangan negara;
---"'1"KASAG

HUK M

(2) Verifikasifebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh TAPD
untuk me elaah kesesuaian antara RKASKPDdan perubahan DPASKPD
dengan:
a. perub an KUAdan Perubahan PPAS;
b. Prakir an Majuyang telah disetujui;
c. dokum n perencanaan lainnya;
d. Capai Kinerja;
e. Indika or Kinerja;
f. analisi~ standar belanja;
g. standa'r harga satuan;
h. perencF,aan kebutuhan BMD;
1. Standar Pelayanan Minimal;dan
J. PrOgrr dan Kegiatan antar RKASKPDdan perubahan DPASKPD.

(3) Dalam h hasil verifikasi TAPDsebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdapat kftidakseSUaian, kepala SKPDmelakukan penyempurnaan.

Pasal 165

Pasal164

(1) RKASKPDyang memuat Programdan Kegiatan baru dan perubahan DPA
SKPDyan akan dianggarkan dalam perubahan APBDyang telah disusun
oleh SKPDdisampaikan kepada TAPDmelalui PPKDuntuk diverifikasi.

(3) Perubahan DPASKPDmemuat capaian Sasaran Kinerja, kelompok,jenis,
obyek, rincian obyek pendapatan, belanja, dan Pembiayaan baik sebelum
dilakukan erubahan maupun setelah perubahan.

(2) Peningkatah atau pengurangan capaian Sasaran Kinerja Program dan
Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diformulasikan dalam
perubahan DPASKPD.

(1) DPASKPDyang dapat diubah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160
ayat (2) huruf b berupa peningkatan atau pengurangan capaian sasaran
kinerja Programdan Kegiatandari yang telah ditetapkan semula.

Pasal 163
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Pasal 168

(1) pengambilhn keputusan mengenai Rancangan Perda tentang Perubahan
APBDdilakukan oleh DPRDbersama Bupati paling lambat 3 (tiga)bulan
sebelum tJhun anggaran yang berkenaan berakhir.

(2) Pembahasan Rancangan Perda tentang Perubahan APBDberpedoman
pada perubahan RKPD,perubahan KUA,dan Perubahan PPAS.

Bagian Kesepuluh
Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah tentang

Perubahan APBD

(1) Pembahasan Rancangan Perda tentang Perubahan APBDdilaksanakan
oleh Bupati dan DPRDsetelah Bupati menyampaikan Rancangan Perda
tentang P9rubahan APBDbeserta penjelasan dan dokumen pendukung
sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 167

Pasal 166

Bupati wajib 0enyampaikan Rancangan Perda tentang Perubahan APBD
kepada DPRDIdisertai penjelasan dan dokumen pendukung untuk dibahas
dalam rangka rp-emperolehpersetujuan bersama paling lambat minggu kedua
bulan September tahun anggaran berkenaan.

f. daftar jhmlah pegawai per golongan dan per jabatan;
g. daftar Piutang Daerah;
h. daftar ~enyertaan modal Daerah dan investasi Daerah lainnya;
1. daftar l1erkiraanpenambahan dan pengurangan aset tetap Daerah;
J. daftar Berkiraanpenambahan dan pengurangan aset lain-lain;
k. daftar fegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan

dan diariggarkan kembali dalam tahun anggaran berkenaan;
1. daftar 4ana cadangan Daerah; dan
m. daftar ljilljaman Daerah.

(3) Dokumen ~ndukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas
nota keuangan dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran
Perubahan IAPBD.

(4) Rancanganl Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat lampiran paling sedikit
terdiri atas
a. ringka~h penjabaran perubahan APBDyang diklasifikasi menurut,

jenis, 0ryek, dan rincian obyekpendapatan, belanja, dan Pembiayaan;
b. penjabaran perubahan APBDmenurut Urusan Pemerintahan Daerah,

organisasi, Program, Kegiatan, jenis, obyek, rincian obyek
pendapatan, belanja, dan Pembiayaan;

c. daftar ~ama penerima, alamat penerima, dan besaran hibah; dan
d. daftar r~amapenerima, alamat penerima, dan besaran bantuan sosial.

L BagianKesembilan
Penetap Perubahan AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah
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(5) Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
disamp~an paling lambat 3 (tiga) hari setelah keputusan tersebut
ditetaPki:U,'

(4) Keputusan pirnpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilaporkart pada sidang paripuma berikutnya.

(3) Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dijadikan dasar penetapan Perda tentang Perubahan APBD.

(2) Hasil penyempumaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
dengan Keputusan Pimpinan DPRD.

(1) Penyempurnaan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169
ayat (3) dilakukan Bupati melalui TAPDbersama dengan DPRDmelalui
badan anggaran.

(2) RanCang~ Perda tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan
Bupati ten ang Penjabaran Perubahan APBDsebagaimana dimaksud pada
ayat (1) isertai dengan perubahan RKPD, perubahan KUA, dan
perUbah~ PPASyang disepakati antara Bupati dan DPRD.

(3) Dalam hal Gubernur menyatakan hasil evaluasi Rancangan Perda tentang
Perubah APBDdan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran
perubah~ APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak sesuai
dengan k tentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi,
kepenting n umum, perubahan RKPD,perubahan KUA,Perubahan PPAS,
dan RPJ~D, Bupati bersama DPRD me1akukan penyempurnaan paling
lama 7 (tu,uh) had sejak hasil evaluasi diterima,

Pasal170

(1) Rancang~ Perda tentang Perubahan APBDyang telah disetujui bersama
dan Ranciligan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD
disampaik n kepada Gubernur paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal
persetuju Rancangan Perda tentang Perubahan APBDuntuk dievaluasi
sebelum di etapkan oleh Bupati.

Pasal169

II Bagian Kesebelas
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBDdan

Per turan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD

(3) Penetapan Rancangan Perda tentang Perubahan APBD dilakukan setelah
ditetapkannya Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
tahun sebelumnya.

(2) Dalam hal DPRD sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) tidak mengambil keputusan bersama dengan Bupati terhadap
RanCanga~ Perda tentang Perubahan APBD, Bupati melaksanakan
pengeluar yang telah dianggarkan dalam APBD tahun anggaran
berkenaan.
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(1) BAS untuk Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 ayat (1)
huruf c rrterupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan
kodefikasi akun yang menggambarkan struktur APBD dan laporan

I
,..-__ --..-Jl..o;;e:.\.luu:;:alJwnl.agansecara lengkap.

KAB G
HUK M

(3) SAPD se~egaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sistem akuntansi
SKPKDd1J..sistem akuntansi SKPD.

Pasa1174

(2) Penyajian laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:
a. Iaporai realisasi anggaran;
b. laporap perubahan saldo anggaran lebih;
c. neraca.;
d. laporan operasional;
e. laporap.arus kas;
f. laporan perubahan ekuitas; dan
g. catatan atas laporan keuangan.

(1) SAPDsebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 ayat (1)huruf b, memuat
pilihan prosedur dan teknik akuntansi dalam melakukan identifikasi
transaksi, pencatatan pada jurnal, posting ke dalam buku besar,
penyusun neraca saldo dan penyajian laporan keuangan.

Pasal 173

(3) KebijakanEntansi akun sebagaimana dimaksud pada ayat (1)mengatur
definisi, p ngakuan, pengukuran, penilaian, dan Zatau pengungkapan
transaksi e tau peristiwa sesuai dengan SAP.

I

(2) Akuntansi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakSanaTn oleh entitas akuntansi dan entitas pelaporan.

Pasal 172

(1) Kebijakan li\lruntansi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 171layat (1) huruf a, meliputi kebijakan akuntansi pelaporan
keuangan ~an kebijakan akuntansi akun.

(2) Kebijakan akuntansi pelaporan keuangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) memuat penjelasan atas unsur-unsur laporan keuangan yang
berfungsi sebagai panduan dalam penyajian pelaporan keuangan.

Bagian Kesatu
Akuntansi Pemerintah Daerah

Pasal171

(1) Akuntansi ~emerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan:
a. KebijakanAkuntansi Pemerintah Daerah;
b. SAPD;dan
c. BAS uftuk Daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­

undangan.
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(2) Laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) meliputi:
a. laporap_realisasi anggaran;
b. lapor:r perubahan saldo anggaran lebih;
c. neraca;
d. laporan operasional;
e. laporan arus kas;
f. laporan perubahan ekuitas; dan
g. catatah atas laporan keuangan.

(3) LaporanJuangan PemerintahDaerah sebagaimanadimaksud pada ayat
(1)disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah paling lambat 3
(tiga) bul~ setelah tahun anggaran berakhir sesuai dengan ketentuan
Peraturan Perundang-undangan.

(1) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 175 ~yat (1)disusun dan disajikan oleh kepala SKPKDselaku PPKD
sebagai Entitas Pelaporan untuk disampaikan kepada Bupati dalam
rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Pasal176

(2) Laporan k uangan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun
dan disaji n oleh kepala SKPD selaku PA sebagai Entitas Akuntansi
meliputi:
a. laporalf realisasi anggaran;
b. neraca;
c. laporrur operasional;
d. laporan perubahan ekuitas; dan
e. catatatt atas laporan keuangan.

(3) Laporan Jeuangan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampai n kepada Bupati melalui PPKDpaling larnbat 2 (dual bulan
setelah tahun anggaran berakhir sesuai dengan ketentuan Peraturan
Perundang- undangan.

(1) Pelaporan keuangan Pemerintah Daerah merupakan proses penyusunan
dan peny,jian laporan keuangan Pemerintah Daerah oleh entitas
pelaporan sebagai hasil konsolidasi atas laporan keuangan SKPDselaku
entitas ak Iintansi.

Pasal175

(3) BAS untuj Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselaraskan
dengan bajan akun standar Pemerintah Pusat.

Bagian Kedua
Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

(2) BASuntuk Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)bertujuan untuk
mewujudkan statistik keuangan dan laporan keuangan secara nasional
yang se~~as dan terkonsolidasi antara Pemerintah Pusat dengan
Pemerinta_u"jDaerah, yang meliputi penganggaran, pelaksanaan anggaran
dan laporar keuangan.
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(1) Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang
Lelah disetujui bersarna dan Rancangan Peraturan Bupati tentang
Penjabarah Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD disampaikan kepada
Gubernur paling lambat 3 (tiga) Hari terhitung sejak tanggal persetujuan
Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD untuk
dievaluasi sebelum ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 180

(4) Atas dasar persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
Bupati menyiapkan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

(3) Persetujuan bersama Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dilakukan paling lam bat 7 (tujuh) bulan setelah tahun anggaran
berakhir.

(2) Rancan gan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas Bupati bersama DPRD
untuk mertdapat persetujuan bersama.

Pasal 179

(1) Bupati m nyampaikan Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban
APBD kepada DPRD dengan melampirkan laporan keuangan

yang tela diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan serta ikhtisar
laporan Ki)netja dan laporan keuangan BUMD paling lambat 6 (enam)
bulan setelah tahun anggaran berakhir.

BABIX
PENYUSUNAN NCANGANPERTANGGUNGJAWABANPELAKSANAANAPBD

(2) Dalam ran ka memenuhi kewajiban penyampaian informasi Keuangan
Daerah, PP D menyusun dan menyajikan laporan keuangan bulanan dan
semester untuk disampaikan kepada Menteri dan menteri yang
menyelen arakan urusan pemerintahan di bidang keuangan sesuai
ketentuan eraturan perundang-undangan.

(1) Dalam r~pka memenuhi kewajiban penyampaian informasi Keuangan
Daerah, PAjmenyusun dan menyajikan laporan keuangan SKPD bulanan
dan semesieran untuk disampaikan kepada Bupati melalui PPKD sesuai
dengan ketfntuan peraturan perundang-undangan.

Pasal178

(2) Lap~ran ke~angan Pemerintah Daer~ sebagaimana di~aksud pada ayat
(1) disampaikan kepada Badan Pemenksa Keuangan paling lambat 3 (tiga)
bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Pasal 177

(1) Laporan K~Uangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 175 ayat (1) dilakukan reviu oleh aparat pengawas internal
pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
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( 1) Setiap pejrbat yang diberi kuasa untuk mengelola pendapatan, belanja,
dan keka~aan Daerah wajib mengusahakan agar setiap Piutang Daerah
diselesai~n seluruhnya dengan tepat waktu.

(2) Pemerin Daerah mempunyai hak mendahului atas piutang jenis
tertentu s suai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Piutang Daerah yang tidak dapat diselesaikan seluruhnya dan tepat
waktu, diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundarig-
undanganr

.----.......-

Pasal 182

Bagian Kesatu
Pengelolaan Piutang Daerah

BABX
KEKAYAANDAERAH DAN UTANG Di\ERAH

(4) Dalam hal dalam batas waktu 15 (lima belas) hari Gubernur tidak
mengesahkan Rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada
ayat (3), Bupati menetapkan Rancangan Peraturan Bupati tersebut
menjadi Peraturan Bupati.

(2) Rancanga9 Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan setelah memperoleh pengesahan dari Gubernur.

(3) Untuk meLperoleh pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
rancanganr~eraturan Bupati tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan
APBD beserta lampirannya disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari
terhitung sejak DPRD tidak rnengambil keputusan bersarna dengan
Bupati terhadap Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD.

(1) Dalam hah dalam waktu 1 (satu) bulan sejak diterimanya Rancangan
Perda tent;ng Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDdari Bupati, DPRD
tidak men ambil keputusan bersama dengan Bupati terhadap Rancangan
Perda tents ng Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD,Bupati menyusun
dan menftapkan Peraturan Bupati tentang Pertanggungjawaban
Pelaksana8fl APBD.

Pasal 181

(3) Dalam hal Gubernur menyatakan hasil evaluasi Rancangan Perda tentang
Pertanggu~~~waban Pelaksanaan APBD bertentangan dengan Perda
tentang .~BD, Perda tentang Perubahan APBD1 dan tidak
menindaklanjuti temuan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa
Keuangan, Bupati bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling
lama 7 (tuj h) hari terhitung sejak hasil evaluasi diterima.

(2) Dalam hal rubernur menyatakan hasil evaluasi Rancangan Perda tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sudah sesuai dengan Perda
tentang APBD, Perda tentang Perubahan APBD1 dan telah
menindakl~juti temuan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa
Keuangan, \Bupatimenetapkan Rancangan Perda tersebut menjadi Perda.
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(3) Biaya yang timbul akibat pengelolaan Utang dan Pinjaman Daerah
dibebanks n pada anggaran Belanja Daerah.

(2) Bupati darpat melakukan pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(1) Bupati dapat melakukan pengelolaan Utang sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal187

Pemerintah D erah dapat melakukan investasi dalam rangka memperoleh
manfaat ekono ni, sosial, dan Iatau manfaat lainnya.

Pasal 185

Bagian Ketiga
Pengelolaan Barang Milik Daerah

~

Pasal186

Pengelolaan MD meliputi rangkaian Kegiatan pengelolaan BMD sesuai
dengan ketentran peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pengelolaan Utang Daerah dan Pinjaman Daerah

Bagian Kedua
Pengelolaan Investasi Daerah

Ketentuan leb lanjut mengenai penyelesaian Piutang Daerah yang
mengakibatkan masalah perdata sebagaimana dimaksud dalam Pasal182 ayat
(4) dan pengh pusan Piutang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal
183, diatur d11am Perda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­
undangan.

Pasal183

Piutang Daerai dapat dihapuskan secara mutlak atau bersyarat dari
pembukuan se,uai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang
mengatur menrenai penghapusan piutang Negara dan Daerah, kecuali
mengenai Piutarg Daerah yang cara penyelesaiannya dilakukan sesuai dengan
ketentuan pera,uran perundang-undangan.

Pasal184
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(2) Pendapatrn BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
pendapatan yang diperoleh dari aktivitas peningkatan kualitas pelayanan
BLUDsesuai kebutuhan.

(1) Seluruh ~endapatan BLUDdapat digunakan langsung untuk membiayai
belanja BtUD yang bersangkutan.

Pasal192

Pembinaan k~angan BLUDdilakukan oleh PPKD dan pembinaan teknis
BLUD dilaku ,an oleh kepala SKPD yang bertanggungjawab atas Urusan
Pemerintahan ang bersangkutan.

(2)

I

(1) BLUDmer pakan bagian dari PengelolaanKeuangan Daerah.

untuk m nyelenggarakan Kegiatan BLUD yang bersangkutan sesuai
dengan ke .entuan Peraturan Perundang-undangan.

(3) BLUDme1yusun rencana bisnis dan anggaran.

(4) Laporan kfuangan BLUDdisusun berdasarkan SAP.

Pasal191

Pelayanan kepa.damasyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat
(1)terdiri atas: I
a. penyediaa.ttbarang danIatau jasa layanan umum;
b. pengelolaa~l dana khusus untuk meningkatkan ekonomi dan/ atau

layanan kepada masyarakat; dan Iatau
c. pengelola~1. wilayahjkawasan tertentu untuk tujuan meningkatkan

perekono,an masyarakat atau layanan umum.

Pasal190

Pasal189

(2) Dalam ran1kameningkatkan pelayanan kepada masyarakat sebagaimana
dimaksud ada ayat (1), Bupati menetapkan kebijakan fleksibilitasBLUD
dalam Peraturan Bupati yang dilaksanakan oleh pejabat pengelolaBLUD.

(3) Pejabat pengelola BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
bertanggu~gjawab atas pelaksanaan kebijakan t1eksibilitasBLUDdalam
pemberian IKegiatanpelayanan umum terutama pada aspek manfaat dan
pelayanan rang dihasilkan.

(1) Pemerintah Daerah dapat membentuk BLUDdalam rangka meningkatkan
pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang- ndangan.

Pasal188

BABXI
BADANLAYANANUMUMDAERAH
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(4) Informasi ~euangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus
mudah di1~ses oleh rnasyarakat dan wajib disampaikan kepada Menter!
dan rnenteri yang rnenyelenggarakan urusan pernerintahan di bidang

(3) Inforrnasi Keuangan Daerah sebagaimana dirnaksud pada ayat (1)
digunakan untuk:
a. membantu Bupati dalam menyusun anggaran Daerah dan laporan

Pengelolaan Keuangan Daerah;
b. rnernbantu Bupati dalam rnerurnuskan kebijakan Keuangan Daerah;
c. rnernbantu Bupati dalarn rnelakukan evaluasi Kinerja Keuangan

Daerah;
d. rnenye?iakan statistik keuangan Pemerintah Daerah;
e. rnendUjkung keterbukaan informasi kepada masyarakat;
f. rnendukung penyelenggaraan sis tern informasi Keuangan Daerah; dan
g. melaklfkan evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah.

(1) Pernerintal Daerah wajib rnenyediakan inforrnasi Keuangan Daerah dan
diurnurnk1J.kepada masyarakat.

(2) Informasi Keuangan Daerah sebagairnana dimaksud pada ayat (1) paling
sedikit memuat informasi penganggaran, pelaksanaan anggaran, dan
laporan keuangan.

Pasal196

BAB XIII
INFORMASIKEUANGANDAERAH

(2) Ketentuan ebih lanjut mengenai tata cara penggantian kerugian Daerah
sebagaim a dirnaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang- dangan.

(1) Setiap bendahara, Pegawai ASN bukan bendahara, atau pejabat lain yang
karen a per~uatannya melanggar hukurn atau melalaikan kewajibannya,
baik langs ng atau tidak langsung rnerugikan Keuangan Daerah wajib
rnengganti erugian dirnaksud.

Pasal195

Setiap keru gian IKeuangan Daerah yang disebabkan oleh tindakan rnelanggar
hukum atau kelalaian seseorang wajib diselesaikan sesuai dengan ketentuan
peraturan perulfdang-undangan.

Pasal194

BAB XII
P~NYELESAIANKERUGIANKEUANGANDAERAH

Pasal 193
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(2) Penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara bertahap disesuaikan
dengan ko disi danjatau kapasitas Pemerintah Daerah.

(3) Pemerintah Daerah wajib menerapkan sistem pemerintahan berbasis
elektronik di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah secara terintegrasi
paling sedikit meliputi:
a. penyusunan Program dan Kegiatan dari rencana kerja Pemerintah

Daerah;
b. penyusunan rencana kerja SKPD;
c. penyuEnan anggaran;
d. pengel laan Pendapatan Daerah;
e. pelaks aan dan penatausahaan Keuangan Daerah;
f. ah.--untksidan pelaporan; dan
g. pengafaan barang dan jasa.

(1) Pemerintah Daerah menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik
dalam Pen elolaan KeuanganDaerah.

Pasal200

(1) Untuk mer~capaiPengelolaan Keuangan Daerah yang ekonomis, efektif,
efisien, tr~sparan, dan akuntabel, Bupati wajibmelakukan pengendalian
internal at s penyelenggaraanKegiatanpemerintahan di Daerah.

(2) Ketentuan mengenai penyelenggaraan sistem pengendalian internal
sebagaimana dimaksud pada ayat (I) sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang undangan.

Pasal 199

Pasal198

(1) pembinaanl sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 dilakukan dalam
bentuk fas~litasi,konsultansi, pendidikan dan pelatihan, serta penelitian
dan pengembangan.

(2) pengawas~ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 dilakukan dalam
bentuk au it, reviu, evaluasi, pemantauan, bimbingan teknis, dan bentuk
pengawas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­
undangan.

Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan Pengelolaan Keuangan
Daerah kepada Perangkat Daerah.

Pasal197

BABXIV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
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ADI A~
~~~ _I

~~~N D1ERAHKABUPATENLAMPUNGBARATTAHUN2023 NOMOR1

NOMOR REGISTER PERATURANDAERAHKABUPATENLAMPUNGBARAT
PROVINSILAMrUNG06/ 1368/LB/2022

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 3 Februari 2023

Peraturan Daer, ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orfg mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini de gan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Lampung Bara .

Pasal202

Pada saat Per~turan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 8
Tahun 2008 teptang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah KabuPrten Lampung Barat Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 04) dicabut dan
dinyatakan tid+ berlaku.

Pasal201

BABXV
KETENTUANPENUTUP
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Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

II. PASALDEMI PASAL

1. UMUM
Penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur di dalam Undang Nomor 23
Tahun 20 14 t~ntang Pemerintahan Daerah telah memberikan dampak yang
cukup besar agi berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur
mengenai Pem rintahan Daerah, termasuk pengaturan mengenai Pengelolaan
Keuangan Daerah.
Dalam hal penyelenggaraan pemerintahan daerah dibutuhkan pengelolaan
keuangan da~rah untuk membiayai penyelenggaraannya. Pengelolaan
keuangan daelah selain didasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang emerintahan Daerah juga diatur di dalam Undang-Undang
Nomor 17 Tah n 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2004 Jentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 15
tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Neg"ra dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan ~mbangunan Nasional.
Penyelenggara n pengelolaan keuangan daerah mengalami perubahan,
terakhir deng Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pengelolaan
Keuangan Da rah yang disusun untuk menyempumakan pengaturan
Pengelolaan Kfuangan Daerah yang sebelumnya diatur dalam Peraturan
Pemerintah N9mor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Penyempumaap pengaturan tersebut juga dilakukan untuk menjaga 3 (tiga)
pilar tata Pertgelolaan Keuangan Daerah yang baik, yaitu transparansi,
akuntabilitas, ~an partisipatif.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, maka Pemerintah
Kabupaten L,mpung Barat telah menyusun Peraturan Daerah tentang
Pengelolaan K~uangan Daerah untuk menggantikan Peraturan Daerah Nomor
8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
Diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019,
berkonsekuensi agar pemerintah daerah menyesuaikan Peraturan Daerah
yang mengatur tentang pokok-pokok pengelolaan daerah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Peraturan Daerah ini mencakup
pengaturan mengenai perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan
penatausahaan, dan pertanggungjawaban keuangan Daerah.
Peraturan daerah tentang pengelolaan keuangan daerah yang disusun
dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
menggantikan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nornor R 'I'ahun
2008 tentang Flokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

PENGELOLAANKEUANGANDAERAH

TENTANG

PENJELASAN
ATAS

PE~ATURANDAERAHKABUPATENLAMPUNGBARAT
NOMOR 1 TAHUN2023
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Pasa13
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "tertib'' adaJah Keuangan Daerah dikelola
sec~a tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti
adrninistrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
YaIJgdimaksud dengan "efisien" adalah pencapaian Keluaran yang
~simum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan
terindah untuk mencapai Keluaran tertentu.
Yang dimaksud dengan "ekonomis" adalah perolehan masukan
de gan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang
ter ndah.
Ya g dimaksud dengan "efektif' adalah pencapaian Hasil Program
de gan Sasaran yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara
me bandingkan Keluaran dengan Hasil.
Ya~,g dimaksud dengan "transparan" adalah prinsip keterbukaan
ya g memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan
me dapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang Keuangan
Darrah.
Ymp-gdimaksud dengan "bertanggung jawab" adalah perwujudan
kerajiban seseorang atau satuan kerja untuk
mejIDpertanggungjawabkanpengelolaan dan pengendalian sumber
daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya
d~am rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
Ya19 dimaksud dengan "keadilan" adalah keseimbangan
di tribusi kewenangan dan pendanaannya.
Ya g dimaksud dengan 11kepatutan 11 adalah tindakan atau suatu
si ap yang dilakukan dengan wajar dan proporsionaJ.
Y g dimaksud dengan "manfaat untuk masyarakat" adalah
Keuangan Daerah diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan
m~syarakat.
Yang dimaksud dengan "taat pada ketentuan peraturan
pe~ndang-undanganll adalah Pengelolaan Keuangan Daerah
harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2) ~Cu upjelas.
Ayat (3)

Cu p jelas.
Pasal4

Ayat (1)
Cu pjelas.

Ayat (2)
Cu

Ayat(3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Huruf a

Yang dimaksud dengan "koordinator" adalah terkait dengan
peran dan fungsi Sekretaris Daerah membantu Bupati
dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan
penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah termasuk
PengelolaanKeuangan Daerah.

Hurufb
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Ayat (S)j
C kupjelas.
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Pasal8
Ayat (1)

Cukyp jelas.
Ayat (2)

Cuk)lp jelas.
Ayat (3)

Huruf a
Cukup jelas.

Huryfb
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Hurufd
Cukup jelas.

Hurufe
Cukup jelas.

Huryff
Cukup jelas.

Hurljlfg
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Kewenangan pemungutan pajak daerah dapat dipisahkan
dari kewenangan SKPKD sesuai dengan ketentuan
peraturan Perundang-undangan.

Hur~ff
Cukup jelas.

Huntfg
Cukup jelas.

Hur1fh
Cukup jelas.

Huruf i
Cukup jelas.

Hurufj
Cukup jelas.

PasaJ 5
Cukup jelas.

Pasal6
Cukup jelas.

Pasal 7 I
Ayat (1)

CUkJPjelas.
Ayat (2)

Hur fa
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Hu~fc
I Cukup jelas.

Hur'1f d
I Cukup jelas.

Hut" fe

Ayat (6)
Cukqp jelas.
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Pasal 11
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Unit SKPD " termasuk unit pelaksana
teknis daerah.

Ayat (2)
Cuku p jelas.

Ayat (3)
CUkUp)r·las.
KA G ~
HU . M

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasa19
Cukupjelas

Pasall0
Ayat (1)

HurUf~
ukupjelas.

Hurufb
ukup jelas.

Huruf~
tukup jelas.

Hurufd
fUkup jelas.

Huru[e
Cukup jelas.

Huruff
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
qukup jelas.

Huruf i
Yang dimaksud dengan "mengelola Utang dan Piutang
Daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang
qipimpinnya" adalah sebagai akibat yang ditimbulkan dari
pelaksanaan DPA SKPD.

Hurufjl
Cukup jelas.

HurufR
Cukup jelas.

Hurufl
Cukup jelas.

Hurufrp
Cukup jelas.

Huruf n
Cukup jelas.

Huruf i

I Yang dimaksud dengan "melaksanakan Pemberian Pinjaman
Daerah atas nama Pemerintah Daerah" adalah hanya terkait
eksekusi Pemberian Pinjaman Daerah bukan kebijakan
Pemberian Pinjaman Daerah.

Huruf'j
LCukuP jelas.

Hurufk
rCukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.
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Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
CukfP jelas.

Pasal12
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "PA/KPA dalam melaksanakan Kegiatan
menetapkan pejabat pada SKPD /Unit SKPD selaku PPTK"adalah
PA/KPA menetapkan PPTK melalui usulan atasan langsung
peja'rat yang bersangkutan.

Ayat (2)
Yan~ dimaksud dengan "membantu tugas" adalah tugas yang
ditertukan oleh PA/KPA dalam rangka melaksanakan tindakan
yan, mengakibatkan pengeluaran atas Beban anggaran belanja
yan~ melaksanakan anggaran SKPDyang dipimpinnya, yaitu:
a. ~engendalikan pelaksanaan Kegiatan;
b. elaporkan perkembangan pelaksanaan Kegiatan;
c. enyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran

atas Beban pengeluaran pelaksanaan

~

giatan; dan
d. elaksanakan kegiatan pengadaan barangfjasa sesuai dengan

tentuan peraturan Perundang-undangan yang mengatur
p,engadaan barang/jasa,

Ayat (3)
Cu,up jelas.

Pasal13
Cukup je1rs.

Pasal 14 1_
Cukupje as.

Pasal 15
Cukup je~as.

Pasa116
Cukup jelas.

Pasal17 I
Cukup jelas.

Pasal18
Cukup jelas.

Pasal19
Cukup jelas.

Pasa120 I
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal22
Cukup jelas.

Pasal23
Ayat(1)

Cukup jelas.
Ayat(2)

C~kup jelas.
Ayat(3)

Yangdimaksud dengan "fungsiotorisasi" adalah anggaran daerah
menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada
tahun berkenaan.
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Pasal24
Ayat (1)

Cukup jelas.
Ayat (2)

Cu upjelas.
Ayat (3)

Cu up jelas.
Ayat (4)

Cu up jelas.
Ayat (5)

Cukup jelas.
Ayat (6) I

CU~(Upjelas.
Ayat(7) I

Ya1g dimaksud dengan "dianggarkan secara bruto" adalah jumlah
Pendapatan Daerah yang dianggarkan tidak boleh dikurangi
dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan
pendapatan tersebut dan I atau dikurangi dengan bagian
Petnerintah Pusat/ Daerah lain dalam rangka bagi hasil.

Pasal25 I
Cukupjelas

Pasal26
Cukup jelas

Pasal27
Cukup jelas

Pasal28
Ayat (1)

Yap-gdimaksud dengan "ekuitas" adalah selisih antara aset lancar
dergan kewajiban jangka pendek.

Ayat (2)
C~kup jelas.

Ayat (3)
C~kUPjelas.

Pasal 29
Cukup j, las.

Pasa130
Cukup jt1as.

r---=.:--:--,..----:
AG
UM

Yang dimaksud dengan "fungsi perencanaan" adalah anggaran
daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan
Kegirtan pada tahuri berkenaan. Yang dimaksud dengan "fungsi
pen&awasan" adalah anggaran daerah menjadi pedoman untuk
menllai apakah Kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
ses~ai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
Yan¥ dimaksud dengan "fungsi alokasi" adalah anggaran daerah
harlf-s diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi
pen¥angguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan
efisiensi dan efektivitas perekonomian.
Yang dimaksud dengan "fungsi distribusi" adalah kebijakan
anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan
kepatutan.
Yang dimaksud dengan "fungsi stabilisasi" adalah anggaran
Penterintah Daerah menjadi alat untuk memelihara dan
mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian
Dadrah.

Ayat (4)
Cukup jelas.
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Pasa144
Hibah terrnasuk sumbangan dari pihak ketiga/ sejenis yang tidak
mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak
mempUfYai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban
kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan ekonomi

___ _,.-~b::,i7a~1ti ggi.
KABAG I

HW M

Pasal31
Cukup jelas.

PasaJ 32 I
Cukup jelas.

Pasal33 I
Cukup jeljs.

Pasa134
Cukup jel~S'

Pasal35
Cukupjel s.

PasaJ 36
Ayat(l) ,

Cu~up jelas.
Ayat (2) I

Hu ruf a
Yang dimaksud dengan "pajak bumi dan bangunan" adalah
pajak yang dikenakan atas bumi dan/ atau bangunan yang
dimiliki, dikuasai, darr/atau dimanfaatkan di kawasan yang
digunakan untuk kegiatan usaha, antara lain perkebunari,
perhutanan, dan pertambangan sesuai dengan ketentuan

I peraturan perundang-undangan.
Huruf b

I Cukup jelas.
Huruf c

Cukup jelas.
Ayat (3) ~

Cu upjelas
Pasal37

Cukupje as.
Pasal38

Cukupje as.
Pasal39

Cukup jelas.
Pasa140

Cukup jelas.
Pasal41

Pendapatan bagi hasil merupakan bagi hasil pajak kendaraan bermotor
yang dibagikan oleh Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota di
wilayahnya.

Pasa142
Cukup jelas.

Pasal 43 I
Huruf a

Hibah baik dalam bentuk devisa, rupiah, barang, dan/ atau jasa,
termasuk tenaga ahli dan pelatihan yang tidak perlu dibayar
kembali.

Hurufb
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.
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Pasa145 I
Cukup jelasj

Pasal46
Cukup jelas.

Pasal47 IYang dimaksud dengan "alokasi belanja" sesuai dengan ~etentu~
peraturan ~erundang-undangan antara lain besa:-an alokasi belanja
untuk fungsi pendidikan, anggaran kesehatan, dan Infrastruktur.

Pasa145
Ayat(1)

Cukup jelas.
Ayat(2) IYan~ dimaksud dengan "standar harga satuan regional" adalah

narga satuan narang dan jasa yang ditetapkan dengan
mempertimbangkan tingkat kemahalan regional. Penetapan harga
satuan regional dilakukan dengan memperhatikan tingkat
kemralan regionalyang berlaku di suatu Daerah.

Ayat (~ti:l4clC:ir h~I'ga. satuan pada rnasing-masing daerah dapat
mejPerhahkan tingkat kemahalan yang berlaku di suatu daerah.

Ayat (4)
Culqupjelas.

Ayat(5) Icurp jclClo.
Pasa149

Cukupjel s.
Pasal50 I

Cukup jelas.
00.001 E01

Cukupje as.
Pasal52

Ayat(1)
Huru a

ukupjelas.
Huruf b

~ang .dimaksud dengan "belanja modal" antara lain berupa
gelan~a modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin,
~~lan~am~d~ gedung dan bangunan, belanja modal jalan,
~ngasldan jarmgan, dan aset tetap lainnya.

Huruf c
Cukup jelas.

Hurufd
?UkuPjelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat(3)
Cukup jelas.

Ayat(4) I
CJkUPjelas.

Ayat(5)
C kupjelas.



Ayat(2)
Cukup jelas.

Ayat (3) I
cUkfP jelas.

Ayat (4)
Cukpp jelas.

Pasa154
Ayat (1)

Cu p jelas.
Ayat(2)

Yan dimaksud dengan "PegawaiASN"adalah profesi bagi pegawai
neg ri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang
bek rja pada instansi pemerintah.

Ayat(3)
Cukup jelas.

Pasal55 I
Ayat (1)

Per~etujuan DPRD dilakukan bersamaan dengan pembahasan
KU1\.

Ayat (2)
Tarrbahan penghasiJan berdasarkan beban kerja diberikan kepada
Pegawai ASNyang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas
yang dinilai melampaui beban kerja normal.
Ta~nbahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas diberikan
kepada PegawaiASNyang dalam melaksanakan tugasnya berada
di paerah memilikitingkat kesulitan tinggi dan Daerah terpencil.
Tatnbahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja diberikan
keEada PegawaiASNyang dalam melaksanakan tugasnya berada
pada lingkungan kerja yang memilikiresiko tinggi.
T'1mbahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi diberikan
kepada Pegawai ASN yang dalam mengemban tugas memiliki
k~terampi1ankhusus dan langka.
Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja diberikan
kepada Pegawai ASN yang memiliki prestasi kerja yang tinggi
d~/ atau inovasi.
Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif11innya diberikan kepada Pegawai ASN sepanjang diamanatkan

___ c--.'~---'-'.. 0 eh peraturan Perundang-undangan.
K.f..B (.:J •

~~~~~~~lU_'~_M-1

Pasa153
Ayat(1)

Huruf a
Yangdimaksud dengan "belanja pegawai"antara lain berupa
gaji dan tunjangan, tambahan penghasilan Pegawai ASN,
belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD
serta Bupati/wakil Bupati, insentif pemungutan pajak
daerah dan retribusi daerah, dan honorarium.

Huruf b
Cukupjelas

HurlfCCukupjelas
Hur fd

Cukupjelas
Hurlff e

Cukupjelas
Huruf f

Cukupjelas
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Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)_~--r-- ukup jelas.

Pasal56
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "belanja barang dan jasa" antara lain
beru!?a belanja barang pakai habis, bahanj material, jasa kantor,
jasa I asuransi, perawatan kendaraan bermotor,
cet~jpenggandaan, sewa rumahj gedungj gudangj parkir, sewa
sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan
peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan
atribirtnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu,
perjafanan dinas, peIjalanan dinas pindah tugas, pemulangan
pegawai, pemeliharaan, jasa konsultansi, jasa ketersediaan
pelayanan (availability payment), lain-lain pengadaan barangj
jasa,1 belanja lainnya yang sejenis, belanja barang danj atau jasa
yang; diserahkan kepada masyarakatj pihak ketiga, belanja barang
danlratau jasa yang dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga,
belanja beasiswa pendidikan PNS, belanja kursus, pelatihan,
sosi¥sasi dan bimbingan teknis PNS, dan belanja pemberian
uang yang diberikan kepada pihak ketigaj masyarakat.
Yang dimaksud dengan "barang/ jasa yang akan diserahkan atau
dijur. kepada masyarakatj pihak ketiga" adalah barangjjasa yang
terkrit dengan pencapaian Sasaran prioritas Daerah yang
tercantum dalam RPJMD.

Ayat (2) +
Cu p jelas.

Pasal57
Yang dim~sud dengan "belanja bunga" antara lain berupa belanja
bunga utang pinjaman dan belanja bunga utang obligasi.

Pasal58
Cukup jeljs.

Pasal 59
Ayat (1) I

Pe~berian hibah didasarkan atas usulan tertulis yang
disampaikan kepada Bupati. Pemberian hibah juga berupa
pernberian bantuan keuangan kepada partai politik yang
mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Lampung Barat sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2) J
Cu~up jelas.

Ayat (3)
CU1{Upjelas.

Pasal60 I
Cukup jelas.

Pasal61
Ayat (1) I

Yang dimaksud dengan "belanja modal" an tara lain berupa belanja
midal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal
ge ung dan bangunan, belanja modal jalan, irigasi dan jaringan,
d aset tetap lainnya.

Ayat (3)
Cuku jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.
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Pasal 71
Cukup jelas.

Pasa172
Cukup jelas.

Pasal 73 I
Cukup jjlas.

Pasal 74
Cukup jelas.

Pasal '75 I

Cukup jjlas.

:'-O-P-D~I-:ffi-'~2Ii
EE.--,-I_j~.

Pasa166
Cukup je~as.

Pasa167
Cukup jelas.

Pasal68
Cukup jelas.

Pasa169
Cukup jelas.

Pasal 70
Ayat (1) I

Cukup jelas.
Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "bukti penerimaan" seperti dokumen
lelang, akta jual beli, nota kredit, dan dokumen sejenis lainnya.

Ayat (4) ±
Cu p jelas.

Pasal62
Cukup jela s.

Pasal63
Cukup jelas.

Pasal64 I
Ayat (1)

Yanr. dimaksud dengan "tujuan tertentu lainnya" adalah dalam
ran~ka memberikan manfaat bagi pemberi dan/ atau penerima
ban uan keuangan.

Ayat (2)
Cu up jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4) I
Cukup jelas.

Ayat (5) I
CUJUPjelas.

Ayat (6)
Cu upjelas.

Ayat (7) I
Culfup jelas.

Pasal65 I
Ayat (1) ~

Ke erluan mendesak sesuai dengan karakteristik masing masing
Pe ierintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang­
unrang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3) I
CU,(UPjelas.
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Pasal 81
Huruf a I

Van dimaksud dengan "pembayaran cicilan pokok utang yang
jatu tempo" adalah pembayaran pokok utang yang belum cukup
ters dia anggaran dalam pengeluaran pembiayaan sesuai dengan
perj njian.

Hurufb
Cukup jelas.

Hurufc
Cukup jelas.

Hurufd ~
Cu upjelas.

Huruf e
Cukup jelas

Pasal82 I
Cukup jelas.

Pasal83
Cukup jelas.

Pasal84
Cukup jelas.

Pasal85
Ayat (1)

CuFpjelas.
Ayat (2) I .

Hurufa
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup je1as.

Huruf c
Cukup jelas.

H1.}rufd
Cukup jelas.

Huruf e
I Cukup jelas.

Huruf f
Strategi pencapaian memuat langkah konkret dalam
mencapai target.

Ayat t~L.
-O-P-D---"("'i<j~B usup jelas.

HUK tI

I
Pasa176 I

Cukup jelar'
Pasal 77

Cukup jelas,
Pasal 78

Cukup jelas.
Pasal 79 I

Cukup jelaj'
Pasal80

Ayat (1) J
Yan dimaksud dengan "surplus APBD"adalah selisih lebih antara
Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah. Yang dimaksud dengan
"defisit APBD" adalah selisih kurang antara Pendapatan Daerah
dan 8elanja Daerah.

Ayat (2) I
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Cukup Jelas.
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Cukup jelas.
Pasal91

Ayat (1)
Penyusunan RKA SKPD dengan pendekatan Kerangka
P1ngeluaran Jangka Menengah dilakukan secara bertahap
disesuaikan dengan kebutuhan.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
CikuP jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal90

Pasa186
Cukup je l as.

Pasal87
Bupati menyampaikan Rancangan Perda tentang APBD berdasarkan
RKASKPDiyang disusun dengan mengacu pada RKPD,rancangan KUA,
dan ranc,gan PPASyang disusun oleh Bupati.

Pasal88
Ayat (1)

Cukup jelas.
Ayat (2) I

HurrfaKegiatan Tahun Jarnak mengacu pada Program yang
tercantum dalarn RPJMD.

Hurufb
Yang dimaksud dengan "pekerjaan atas pelaksanaan
Kegiatan yang menurut sifatnya harus tetap berlangsung
pada pergantian tahun anggaran" antara lain penanaman
benih/ bibit, penghijauan , pelayanan perintis laut/ udara,
makanan dan obat di rumah sakit, pelayanan pernbuangan
sampah, dan pengadaan jasa pelayanan kebersihan
(cleaning service).

Ayat (3) I
Cu'tUPjelas.

Ayat (4) I
Cukup jelas.

Ayat (5) I
cu~up jelas.

Ayat (6)
Cu {UP jelas.

Pasa189
Ayat (1)

U9tuk kesinambungan penyusunan RKA SKPD,kepala Perangkat
D~erah mengevaluasi hasil pelaksanaan Program dan Kegiatan 2
(d~a) tahun anggaran sebelumnya sampai dengan semester
pertama tahun anggaran berjalan.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

-83-



'_,\OPD

Pasal101
Cukup jelas.

Pasal102 I
Cukup jeljs.

Pasal 103
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "angka APBD tahun anggaran
sebrlumnya" adalah pagu jumlah pengeluaran APBD yang
ditetapkan dalam perubahan APBD tahun sebelumnya.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "belanja yang bersifat mengikat" adalah
belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus
dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dengan jumlah yang cukup
untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan,
se~erti belanja pegawai, dan belanja barang dan jasa.
Yang dimaksud dengan "belanja yang bersifat wajib" adalah
belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan
Pelayanan Dasar masyarakat antara lain pendidikan, kesehatan,
melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga, kewajiban
pembayaran pokok pinjaman, bunga pinjaman yang telah jatuh
tempo, dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang- undangan.

Ayat (3)
Cttkup jelas.

Pasal 104 .1
Cukup jjlas.

Pasal105
Cukup jelas.

PasaI 106 I
Cukup jrlas.

KABAG .1
HU M

pendukung"

Pasa199
Cukup jeljs.

Pasal100
Ayat (1)

Yan~ dimaksud dengan "penjelasan dan dokumen
anto/a lain nota keuangan, RKPD, KUAdan PPAS.

Ayat (2)
Cukup jelas.

-84-

Pasal94
Cukup jelas.

Pasa195 ~
Cukupjela .

Pasal96
Cukup jelas.

Pasal97
Cukup jelas.

Pasal98
Ayat (1)

Rancangan Perda tentang APBD memuat informasi Kinerja
berdasarkan Sasaran capaian Kinerja dan indikator Kinerja
masing-masing Program dan Kegiatan.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cuk p jelas.



Pasal 117
Cukup jelas.

Pasal 118
Cukup jelas.

Pasal 119
Cukup jelas.

Pasa1120
Cukup jjlas.

Pasal 121
Ayat(1)

Yang dimaksud dengan "mendepositokan" adalah penempatan
deposito dilakukan pada bank umum di Indonesia yang
a~an/ sehat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
~1dangan yang mengatur mengenai perbankan dan tidak
melampaui tahun anggaran berkenaan.

Pasal 111
Cukupjelas.

Pasal 112 ,
Cukup jelas.

Pasal 113
Cukup jel~s.

Pasal 114 I
Ayat(1)

Cukup jelas.
Ayat(2)

yan~ dimaksud dengan "dokumenlain yang dipersamakan dengan
SP "antara lain keputusan tentang pengangkatan pegawai.

Ayat(3)
cU.I'uPjelas.

Pasal 115
Cukupje s.

Pasal 116
Ayat(1)

Yang dimaksud dengan "bank umum yang sehat" adalah bank
umGm di Indonesia yang aman/ sehat sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai
perbankan.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.
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Pasal 107
Cukup jelas.

Pasal ]08
Cukup jela~.

Pasal109
Cukupjela .

Pasal 110
Ayat (1)

Cukup jelas.
Ayat (2) I

Cont I h Penerimaan dan PengeluaranDaerah yang tidak dilakukan
mel ui Rekening Kas Umum Daerah, antara lain sumber
pene imaan yang berasal dari Pembiayaan pinjaman danZatau
hiba luar negeri tidak harus dilakukan melalui Rekening Kas
Urn Daerah namun tetap harus dibukukan dalam Rekening



Pasal 131
Cukup jelas.

Pasal132
Cukup jelas.

Pasal 133
Cukup jelas.

Pasa1134
Cukup jelas.

Pasal135
Cukup j11as.

Pasal 136
Cukup Jelas.

Pasal137
Cukupj las.

Pasal 138
Cukup jF1as.

Pasal 139
Ayat (l)r

. .-.- --;;Ckup jelas.
KABAG
HU M

Ayat (2)
Cu~pjelas.

Pasal 122
Ayat (1)

Cuk6p jelas.
Ayat (2)

Renqana penerimaan dana hanya diberlakukan bagi SKPD yang
merqiliki tugas dan fungsi pendapatan.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 123 -T
Cukup jelas.

Pasal124
Cukup jelas.

Pasal125 I
Cukup jelas.

Pasal 126
Cukup jelfs.

Pasal 127
Cukup jelas.

Pasal128
Cukup jeljs.

Pasal129
Cukup jelas.

Pasal 130 I
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Penerimaan Daerah yang sifatnya
berulang" adalah penerimaan yang setiap tahun rutin
di~ggarkan, seperti pendapatan pajak, pendapatan retribusi, dan
lai~nya.

Ayat (2)
Yalfg dimaksud dengan "Penerimaan Daerah yang sifatnya tidak
belilUlang" adalah penerimaan yang tidak setiap tahun
dianggarkan, seperti pendapatan tuntutan ganti rugi, pendapatan
penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lainnya.

Ayat (3)
Cukup jelas.

-86-



PasaI 151
Cukup jeLas.

PasaI 152
Cukup jelas.

Pasal153
Cukup jelas.

Pasa1154
Cukup j~las.

Pasal155
Cukup jelas.

Pasa1156
Cukup j 'las.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Hurufa

Cukup jelas.
Hurufb

jYang dimaksud dengan "perintah pembayaran" adalah
[perintah membayarkan dari PAl KPA.

Huruf c

t
cukuP jelas.

Huru d
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5) I
Cukup jelas.

Pasal 140 I
Cukup jelas.

Pasal 141
Cukup jela~.

Pasal142
Cukup jela .

Pasal143
Cukup jelas.

I
Pasal144

Cukup jel~s.
Pasal145 I

Cukup jelJs.
Pasal 146

Cukupjel s.
Pasal 147

Cukup jelas.
Pasal148

Cukup jelas.
Pasal149

Cukup jelas.
Pasal150

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "prognosis" adalah prakiraan dan
penjelasannya yang akan direalisir dalam 6 (enam) bulan
benl·kutnya berdasarkan realisasi.

Ayat (2)
Cukup jelas.
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Pasal 157
Ayat (1)

CUkrp jelas.
Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "lebih besar dari 50%) (lima puluh
persfratus)" adalah batas persentase minimal selisih (gap)
kenaJ.,·kanantara pendapatan dan belanja dalam APBD.

Ayat (3)
cUkfP jelas.

Pasal158
Cukup jelas.

Pasal159
Cukup jells.

Pasal 160
Cukupjel s.

Pasal 161
Cukup+

Pasal162
Cukup jelas,

Pasal163 I
Cukup jel~s.

Pasal 164 I
Cukup jeljs.

Pasal 165
Cukup jelas,

Pasal 166
Yang dimaksud dengan "penjelasan dan dokumen pendukung" antara
lain nota ~euangan, perubahan RKPD,dan perubahan KUAdan PPAS.

Pasal 167
Cukup jelas.

Pasal168
Cukupje as

Pasal 169
Cukup je~as.

Pasal170
Cukup jelas.

Pasal 171
Cukup jelas.

Pasal172
Cukup jelas.

Pasal173
Cukup jelas.

Pasal 174
Cukup jelas.

Pasal175
Cukup jelas.

Pasal176
Ayat(1)

Cukup jelas.
Ayat(2)

H rufa
Yangdimaksud dengan "laporan realisasi anggaran" adalah
laporan yang menggambarkan perbandingan antara
anggaran dengan realisasinya dalam 1 (satu) periode
pelaporan sesuai struktur APBDyang diklasifikasikan ke
dalam kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek
pendapatan, belanja dan pembiayaan.
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HU+fbCukup jelas.
Hur fc

Cukup jelas.
Hurufd

I Cukup jelas.
Hur~fe

I Cukup jelas.
Huruf f

Cukup jelas.
Hurufg

Cukup jelas.
Ayat (3)

Cukup jelas.
Pasal 177 ~I

Cukup jelas.
Pasal 178 (

Cukup jel s.
Pasal179

Cukupjel s.
Pasal180

Cukup jelas.
Pasal 181 I

Cukup jelas.
Pasal182 I

Cukup jelas,
Pasal 183

Cukupje as.
Pasal 184

Cukup jelas.
Pasal 185 ,

Investasi dilakukan sepanjang memberi manfaat bagi peningkatan
pendapatan daerah, peningkatan kesejahteraan masyarakat,
peningkatan pelayanan masyarakat, dan/ atau tidak mengganggu
likuiditas keuangan daerah.Investasi Pemerintah Daerah diatur dalam
Peraturan Menteri setelah berkoordinasi dengan rnenteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

Pasal186
Cukup jelas.

Pasal 187
Cukup jelas.

Pasal188
Cukup jelas.

Pasal189
Hurufa

Yapg dimaksud dengan "penyediaan barang dan atau jasa layanan
umum" antara lain rumah sakit daerah, penyelenggaraan
pehdidikan, pelayanan lisensi dan dokumen, penyelenggaraan jasa
penyiaran publik, dan pelayanan jasa penelitian dan pengujian.

Huruf b I
Yang dimaksud dengan "dana khusus untuk meningkatkan
ekpnomi darr/atau layanan kepada masyarakat" antara lain dana
bergulir, usaha rnikro, kecil, menengah, dan tabungan
perumahan.

Huruf c
C kupjelas.

----r-:~-:-=-:-=

-89-



-90-

Pasa1190
Cukup jeljs.

Pasal ]91
Cukup jeljS.

Pasal192
Cukup jelas.

Pasal193
Cukup jelas.

Pasal 194
Cukup jelc s.

Pasal 195 I
Cukup jelas.

Pasal196 I
Cukup jel'_s.

Pasal197
Cukupjel s.

Pasal198
Cukupjel s.

Pasal 199
Cukup jel s.

Pasal200
Cukup jelas.

Pasa1201
Cukup je~as.

Pasa1202
CUkUPj~as.
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